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MOTTO 
 ُْ َُىٌ َكٍَ َخ ْ َا ِٗحٰيٰا ْٓ ِ َٚ  ًةَّد َٛ َِّ  ُْ َُىْٕيَت ًَ َعَج َٚ  ا َٙ َْيٌِا ا ْْۤٛ ُُٕىَْسحٌِّ اًج ا َٚ َْشا ُْ ُىُِسفْٔ َا ْٓ ِّ
 ًة َّ ْحَز َّٚ   ۗ  َْ ْٚ ُسَّىََفحَّي ٍَ ْٛ َم ٌِّ ٍثٰي َٰلَ َهٌِ ٰذ ِْيف َّْ ِا  
 
Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-
pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderungdan merasa 
tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. 
Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran 
Allah) bagi kaum yang berfikir. (Qs. Ar-Rum;21) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 Pedoman transliterassi yang dipakai dalam penulisan skripsi di fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta berdasarkan pada Keputusan 
Bersama Menteri Agamas dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 
158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi 
tersebut adalah: 
1. Konsonan  
 Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 
serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf 
latin adalah sebagai berikut: 
 
 Huruf 
Arab 
Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
خ s\a s\ Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
 h}a h} Ha (dengan titik di 
bawah) 
خ Kha Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Zal z\ Zet (dengan titik di atas) 
ز Ra R Er 
ش Zai Z Zet 
ض Sin S Es 
ش Syin Sy Es dan ye 
ص s}ad s} Es (dengan titik di 
bawah) 
ض d}ad d} De (dengan titik di 
bawah) 
ط t}a t} Te (dengan titik di 
bawah) 
ظ z}a z} Zet (dengan titik di 
bawah) 
ع „ain ...‟.... Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
 
 
x 
 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Ki 
ن Kaf K Ka 
ي Lam L El 
َ Mim M Em 
ْ Nun N En 
ٚ Wau W We 
ٖ Ha H Ha 
ء Hamzah ...‟.... Apostrop 
ي Ya Y Ye 
 
2. Vokal 
 Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari 
vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
 
a. Vokal Tunggal 
 Vokal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 Fath}ah A A 
 Kasrah I I 
 Dammah U U 
 
Contoh: 
 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1 ةحو Kataba 
2 سوذ Zukira 
3 ة٘ري Yazhabu 
 
b. Vokal Rangkap 
 Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf maka translierasinya gabungan huruf, yaitu: 
 
Tanda dan 
Huruf 
Nama Gabungan Huruf Nama 
ي ........أ Fathah dan ya Ai a dan i 
 
 
xi 
 
ٚ ..........أ Fathah dan wau Au a dan u 
 
 Contoh: 
 
No Kata bahasa Arab Transliterasi 
1. فيو Kaifa 
2. يٛح Haula 
 
3. Maddah  
 Maddah atau vokal yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut: 
 
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
ي .......أ Fathah dan 
alif atau ya 
a> a dan garis di atas 
ي ........أ Kasrah dan ya i> i dan garis di atas  
ٚ .........أ Dammah dan 
wau 
u> u dan garis di atas 
 
Contoh: 
 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. يال Qa>la 
2. ًيل Qi>la 
3. يٛمي Yaqu>lu 
4. يِز Rama> 
 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua: 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 
dammah transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah 
/h/. 
c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta marbutah diikuti oleh 
kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu 
terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
 Contoh: 
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No Kata bahasa Arab Transliterasi 
1. يافطلأا ةضٚز Raud}ah al-at}fa>l raud}atul 
atfa>l 
2. ةحٍط T}alhah 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
 Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tuisan Arab 
dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. 
Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan 
huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
 
 Contoh: 
 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. إّتز Rabbana 
2. يّصٔ Nazzala  
 
6. Kata Sandang 
 Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu 
يا . namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata 
sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang 
diikuti oleh huruf Qamariyyah. 
 Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah 
ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan 
huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. 
Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah 
ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan 
sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau 
Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan 
dihubugkan dengan kata sambung. 
 
 Contoh: 
 
No Kata bahasa Arab Transliterasi 
1. ًجّسٌا Ar-rajulu 
2. يلاجٌا Al-Jala>lu 
 
7. Hamzah 
 Sebagaimana telah di sebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan 
di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan 
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karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh-contoh 
berikut ini: 
 
No Kata bahasa Arab Transliterasi 
1. ًوأ Akala  
2. ْٚرخأج ta‟khuduna 
3. ؤٌٕا An-Nau‟u 
 
8. Huruf Kapital 
 Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, 
tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang 
berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama 
diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata 
sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri 
tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila 
dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan 
tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang 
dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan. 
  
Contoh: 
 
No Kalimat Arab Transliterasi 
1. يٛسز لَإ محمد اِٚ Wa ma> Muhaamdun illa> rasu>l 
2. ٓيٌّاعٌا بز الله دّحٌا Al-hamdu lillahi rabbil‟a>lami>na 
 
9. Penulisan Kata 
 Pada dasarnya setiap kata baik fi‟il, isim maupun huruf ditulis 
terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab 
yang sudah lazim dirangkaikan denga kata lain karena ada huruf atau 
harakat yang diilangkan maka peulisan kata tersebut dalam transliterasinya 
bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau 
bisa dirangkaikan. 
 
 Contoh: 
 
No Kalimat Bahasa Arab  Transliterasi  
1. ٓيلشاسٌاسيخ ٌٛٙ الله ْإٚ Wa innalla>ha lahuwa khair ar-
ra>ziqi>n/ Wa innalla>ha lahuwa 
khairur-ra>ziqi>n  
2. ْاصيٌّاٚ ًيىٌا اٛفٚأف Fa aufu> al-Kila wa al-mi>za>na/ Fa 
auful-kaila wal mi>za>na 
 
 
xiv 
 
 
 
KATA PENGANTAR 
Assalamu’alaikumWr.Wb 
Alhamdulillah puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, 
karuniadan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang 
berjudul : “EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PENGAJUAN IZIN NIKAH 
DAN PEMBINAAN NIKAH BAGI ANGGOTA POLRI TERHADAP 
PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH DAN HARMONIS (Studi Kasus 
Di Polres Karanganyar).” 
Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) 
Jurursan Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah), Fakultas Syari‟ah 
IAIN Surakarta. 
Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan 
dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, 
waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan 
setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada : 
1. Prof. Dr. H. Mudhofir, S.Ag, M.Pd. selaku Rektor Institut Agama Islam 
Negeri (IAIN) Surakarta. 
2. Dr. Ismail YahyaS.Ag, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama 
Islam Negeri (IAIN) Surakarta. 
3. Muh. Zumar Aminuddin, S.Ag.,M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga 
Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah).  
4. Dr. Aris Widodo, S.Ag., M.A. selaku dosen Pembimbing akademik Jurusan 
Hukum Keluarga Islam dan selaku dosen Pembimbing Skripsi yang telah 
membimbing dari awal penulisan skripsi hingga selesai. 
5. IPTU Fajar Rahwanto, IPDA Rohmad Hardono, dan Sarju selaku pihak yang 
telah memberikan data-data mengenai tentang penulisan skripsi ini. 
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah IAIN Surakarta yang telah 
memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis. 
 
 
xv 
 
7. Keluargaku Bapak, Ibu, dan Kakak-Kakakku yang senantiasa mendoakan dan 
memberi dukungan dalam menyelesaikan kuliah ini. 
8. Serta para pihak lain yang tidak dapat disebutkan oleh penulis yang telah 
membantu dari pelaksanaan hingga tersusunnya skripsi ini. 
9. Terhadap semuanya tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya do‟a 
serta puji syukur kepada Allah SWT, semoga memberikan balasan kebaikan 
pada semuanya. Aamiin. 
 
Wassalamu’alaikumWr.Wb. 
 
Surakarta, 31 Desember2019 
 
 
Penulis 
 
  
 
 
xvi 
 
ABSTRAK 
Septiana Nurul Imroati, NIM : 152121005 ; “EFEKTIFITAS 
PELAKSANAAN PENGAJUAN IZIN NIKAH DAN PEMBINAAN NIKAH 
BAGI ANGGOTA POLRI TERHADAP PEMBENTUKAN KELUARGA 
SAKINAH DAN HARMONIS (Studi Kasus Di Polres Karanganyar).” 
Pernikahan atau perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan 
membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan 
yang bukan mahram. Menurut Bahasa, kata “nikah” berarti ikatan (akad) 
pernikahan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama, 
sedangkan kata “kawin” berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis dengan 
cara menikah. pada intinya pengertian kata “nikah” dan “kawin” mempunyai 
makna yang sama yaitu melakukan akad (perjanjian) nikah atau seorang laki-laki 
dan perempuan yang melakukan akad nikah untuk menjadi suami istri sesuai 
dengan hukum dan ajaran agama. Pernikahan pada anggota Polri berbeda dengan 
pernikahan pada umumnya karena pernikahan anggota Polri harus mengajukan 
perizinan nikah kepada pejabat yang berwenang dan melakukan pembinaan nikah 
sebelum melakukan mengajukan perizinan nikah di KUA sesuai dengan peraturan 
yang telah diatur oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pengajuan 
izin nikah harus sudah diterima pejabat yang berwenang paling lambat 45 hari 
sebelum pelaksanaan pernikahan.  
Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pelaksanaan pengajuan izin 
nikah anggota Polri dan efektifitas pembinaan nikah dalam mewujudkan keluarga 
sakinah. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kualitatif dengan 
menggunakan metode wawancara, dokumentasi dan observasi. Wawancara 
dilakukan kepada petugas yang berada di bagian sumber daya manusia 
(bagsumda), kemudian data-data yang diperoleh didapat dari petugas di bagian 
sumber daya manusia (bagsumda). 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengajuan nikah dan 
pembinaan nikah di Polres Karanganyar dilaksanakan dengan baik dan belum ada 
anggota polri Karanganyar melakukan pelanggaran dalam melaksanakan 
pengajuan izin nikah dan pembinaan nikah. Begitu juga terkait dalam efektifitas 
pembinaan nikah dalam mewujudkan keluarga sakinah sudah bisa terwujud 
dengan baik. Meskipun masih ada beberapa pasangan anggota Polri yang 
mengalami perceraian, namun presentasenya kecil. Dapat dilihat dari data yang 
sudah ada, pelaksanaan pernikahan nikah pada tahun 2017 sebanyak 16 pasangan 
dan pada tahun 2018 sebanyak 19 pasangan. Sedangkan, terjadi perceraian pada 
tahun 2017 sebanyak 5 pasangan dan pada tahun 2018 sebanyak 4 pasangan. 
Perceraian terjadi karena adanya berbagai alasan, salah satunya karena adanya 
orang ketiga dalam rumah tangga pasangan anggota Polri dan itu memicu 
keretakan dalam rumah tangga tersebut akhirnya terjadilah perceraian. 
Kata Kunci :Pernikahan, Pernikahan Anggota Polri, Keluarga Sakinah. 
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ABSTRACT 
Septiana Nurul Imroati, SRN: 152121005; "THE EFFECTIVENESS OF 
MARRIAGE PERMIT SUBMISSION AND MARRIAGE GUIDANCE FOR 
INDONESIA NATIONAL POLICE (POLRI) MEMBERS TOWARD THE 
FORMATION OF SAKINAH AND HARMONIS FAMILY. (A case study in 
Karanganyar Sub-regional Police).” 
Marriage is a contract that justifies the association and restrict the rights 
and obligations between a man and a woman who are not mahram. According to 
language, the word "marriage" means a bond (contract) marriages performed in 
accordance with the provisions of the law and the religion learns, while the word 
"mate" means a family with a way to marry the opposite sex. Basically the 
meaning of the words "marriage" and "mate" have the same meaning which is 
doing contract (agreement) of marriage between a man and women who carried 
out the wedding ceremony to become a husband and wife in accordance with the 
laws and religious teachings.Marriage of the members of Indonesia National 
Police (POLRI) is different from general because it must apply for marriage 
licenses to the authorized officials and conduct marriage guidance before 
submitting marriage licenses in the Office of Religious Affairs (KUA) in 
accordance with regulations stipulated by the Head of the Indonesian National 
Police (KAPOLRI). Marriage permit application must be received by the 
competent authority no later than 45 days before the marriage. 
This study is aimed to investigate the implementation of the marriage 
permit application for the Indonesia National Police (POLRI) members and the 
effectiveness of marriage guidance in in achieving harmonious family. This is a 
qualitative research which was using interviews, documentation and observation 
in the data collection methods.Interviews were conducted with officers who were 
in the human resources department (bagsumda), then the data collected were also 
obtained from officers in the human resources section (bagsumda). 
The results of the study indicate that the implementation of marriage's 
permit submission and marriage guidance in Karanganyar Sub-regional Police is 
carried out properly and there is no the member has committed violations in 
implementing marriage permit submission and marriage guidance. Likewise, it is 
also related to the effectiveness of marriage guidance in realizing a Sakinah 
family that can already be realized properly. Although there are still several pairs 
of members of the Indonesian National Police (POLRI) who are experiencing 
divorce, but the percentage is very low. Can be seen from the data that already 
exists, the implementation of marriage in 2017 as many as 16 couples and in 2018 
as many as 19 couples. Meanwhile, there were 5 divorces in 2017 and 4 divorces 
in 2018. The divorce occurred caused by various reasons, one of which was due to 
a third person in the household of the Indonesia National Police (POLRI) pair and 
it triggered a rift in the household and finally the divorce occurred. 
 
 
 
xviii 
 
Keywords:Marriage, Marriage of Indonesia National Police (POLRI) Members, 
Harmonious Family. 
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Lampiran I : Hasil Wawancara  dengan Petugas Kepolisian Bagian Sumber  
Daya Manusia (Bagsumda) dan dengan beberapa anggota Polri 
yang sudah menikah di Polres Karanganyar. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Pernikahan adalah cara Allah untuk menyatukan seorang pria 
dengan seorang wanita dalam ikatan yang sah untuk dapat membangun 
keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah agar rumah tangganya 
menjadi bahagia dan agar dapat memiliki keturunan yang sholeh dan 
sholehah untuk bisa menjadi penerus keluarga. Perkawinan juga diatur 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pengertian 
Perkawinan diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan menyatakan bahwa, “Perkawinan ialah ikatan lahir 
batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri 
dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan 
kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
1
 
Seorang pria dan seorang wanita melakukan pernikahan pasti 
mempunyai tujuan dalam pernikahan tersebut. Tujuan pernikahan adalah 
untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah 
dan rahmah, tujuan pernikahan ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam 
Pasal 3.
2
 Selain itu, pada umumnya tujuan pernikahan untuk 
menghindari perzinaan, untuk menghindari fitnah dari orang-orang 
                                                          
1
 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019). 
 
2
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan 
Kompilasi hukum Islam ( Buku I tentang Hukum Perkawinan ).  
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disekitar lingkungan kita, untuk beribadah kepada Allah SWT, untuk 
mendapatkan keturunan yang sholeh maupun sholehah. Untuk 
mewujudkan tujuan pernikahan tersebut maka suami istri harus berusaha 
membuat rumah tangganya agar tetap utuh dan rukun dengan cara 
apapun, walaupun terkadang dalam rumah tangga pasti akan ada 
pertengkaran atau percekcokkan maka yang terpenting adalah 
komunikasi antara suami istri untuk dapat menyelesaikan masalah 
tersebut agar rumah tangganya tetap utuh. 
Sebelum melaksanakan pernikahan sebagian orang ada yang 
melakukan perjanjian pernikahan sesuai yang diatur dalam Pasal 29 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu: 
1. Pada waktu atau sebelum pernikahan dilangsungkan, kedua pihak 
atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang 
disahkan oleh Pegawai pencatatan pernikahan, setelah mana isinya 
berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga 
tersangkut. 
2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-
batas hukum, agama dan kesusilaan. 
3.  Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak pernikahan dilaksanakan. 
3 
 
4. Selama pernikahan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat 
diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk 
merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.
3
 
Pernikahan adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh seorang 
pria dengan seorang wanita untuk menjadi sah dengan ketentuan tertentu. 
Namun ketika kita masuk dalam kalangan orang-orang yang mempunyai 
jabatan, seperti Pegawai Negeri. Pegawai Negeri adalah setiap warga 
Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, 
diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu 
jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang berrlaku. Pegawai Negeri terdiri 
dari: Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan 
Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
4
 
Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sering disingkat 
dengan kata “POLRI”. Polri adalah alat negara yang berperan dalam 
memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta 
memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada 
masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
5
 Polri 
mempunyai tanggung jawab yang cukup besar untuk melayani 
                                                          
3
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019). 
 
4
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara 
Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890). 
5
PeraturanKepalaKepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara 
PengajuanPerkawinan, Perceraian, dan RujukbagiPegawai Negeri pada Kepolisian Negara 
Republik Indonesia. 
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masyarakat dengan baik. Polri juga mempunyai aturan-aturan yang harus 
ditaati sesuai dengan yang berlaku termasuk dengan 
pernikahannya.Anggota Polri yang akan melaksanakan pernikahan harus 
melakukan aturan-aturan tertentu sebelum melakukan pernikahan secara 
umum. Anggota Polri harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan 
dan melakukan sidang pra nikah yang dipimpin oleh pejabat yang 
berwenang, sebelum melakukan sidang pra nikah KUA (Kantor Urusan 
Agama) tidak mempunyai wewenang untuk mencatatkan pernikahan dari 
kedua belah pihak tersebut.  
Peraturan anggota Polri tersebut diatur dalam Peraturan Kepala 
Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tanggal 19 
Maret 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan 
Rujuk Bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik 
Indonesia.Pada aturan pernikahan anggota Polri mempunyai prinsip 
dalam peraturan ini, yaitu: 
1. Legalitas, yaitu setiap proses pengajuan perkawinan, perceraian, dan 
rujuk dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan guna menjamin hak dan kewajiban. 
2. Akuntabilitas, yaitu setiap proses pengajuan perkawinan, perceraian 
dan rujuk dilakukan secara prosedural dan dapat dipertanggung 
jawabkan. 
3. Transparansi, yaitu setiap proses pengajuan perkawinan, perceraian 
dan rujuk dilakukan secara terbuka. 
5 
 
4. Keadilan, yaitu setiap proses pengajuan perkawinan, perceraian dan 
rujuk dilakukan secara adil tanpa diskriminasi, dan  
Tujuan peraturan ini: 
a. Sebagai pedoman dalam pengajuan izin kawin, cerai dan rujuk bagi  
Pegawai Negeri pada Polri, dan 
b. Menjamin terwujudnya tertib administrasi perkawinan, perceraian 
dan rujuk dilingkungan Polri. 
6
 
Dalam Peraturan Pernikahan anggota Polri, sebelum diadakannya 
sidang pra nikah anggota Polri harus mengajukan izin nikah. Pengajuan 
izin nikah anggota Polri harus memenuhi persyaratan umum dan khusus 
sebagaimana yang diatur di dalam pasal 5 dan dengan penjelasan di pasal 
6 dan pasal 7 dalam Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 9 Tahun 2010 
tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai 
Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selain itu, tata cara 
pengajuan izin nikah juga diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian 
pada pasal 11 sampai dengan pasal 17. Semua persyaratan dan tata cara 
pengajuan izin nikah wajib dipenuhi oleh anggota Polri.Setelah 
melaksanakan pengajuan izin nikah anggota Polri akan melaksanakan 
pembinaan nikah yang dilakukan oleh pejabat agama. Sesuai dengan 
pasal 1 ayat 7 yang menyatakan bahwa, “Pejabat Agama adalah pejabat 
                                                          
6
Ibid., hlm. 120.  
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yang bertugas melakukan pembinaan dan pelayanan masing-masing 
agama di lingkungan Polri”.7 
Dalam Pembinaan Nikah pejabat agama juga sering disebut 
dengan Rohaniwan. Jadi, setiap agama terdapat pejabat agamanya 
masing-masing dan pejabat agama akan memberikan materi pembinaan 
yang berbeda-beda sesuai dengan kepercayaan agama masing-masing 
anggota Polri. Sidang pembinaan nikah merupakan tahapan terpenting 
yang bisa jadi acuan bagi kita untuk mempersiapkan keluarga terbaik 
untuk institusi Polri. Dengan demikian diharapkan semaksimal mungkin 
dapat menghindari situasi dan kondisi yang rawan bagi keharmonisan 
keluarga. Diharapkan setiap pesan moral yang disampaikan dapat 
seoptimal mungkin dipahami agar hadir suasana tentram dan bahagia 
dalam kehidupan berumah tangga.
8
 
Polres Karanganyar beralamatkan di Padangan, Jungke, 
Kecamatan Karanganyar, Jawa Tengah 57713. Polres karanganyar 
berdiri sejak Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 yang 
saat itu secara spontan Kepolisian di daerah setempat menjadi Kepolisian 
Republik Indonesia. Ditunjuk sebagai kepala polisi Kabupaten 
                                                          
7
Ibid., hlm. 119. 
8
Kepolisian Negara Republik Indonesia, Buku Panduan Sidang Pembinaan Nikah Di 
Lingkungan Polri, (Jakarta: Biro Watpres SSdm Polri, 2017), hlm. 1. 
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Karanganyar yang pertama kali adalah Inspektur Polisi II Sastro Poerdjo 
menjabat mulai Tahun 1945 sampai dengan 1947.
9
 
Di Polres Karanganyar peneliti menemukan data pasangan 
anggota Polri yang melaksanakan pernikahan pada tahun 2017 sebanyak 
16 pasangan anggota Polri yang terdiri dari 15 anggota Bintara dan 1 
anggota Perwira dan pada tahun 2018 sebanyak 19 pasangan anggota 
Polri yang terdiri dari 19 anggota Bintara
10
. Sedangkan data perceraian 
di Polres Karanganyar pada tahun 2017 sebanyak 5 pasangan dan pada 
tahun 2018 sebanyak 4 pasangan. 
11
 
Dari uraian diatas, peneliti merasa perlu untuk mengadakan 
penelitian lebih lanjut tentang Pelaksanaan Pengajuan Izin Nikah dan 
Pembinaan Nikah Bagi Anggota Polri, adakah masalah dalam 
pelaksanaan pengajuan izin nikah dan pembinaan yang dilakukan 
anggota Polri di Polres Karanganyar. 
B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana pelaksanaan pengajuan izin nikah dan pembinaan nikah 
bagi anggota Polri, serta materi apa yang disampaikan oleh BP4R 
(Badan Pembantu Penasehat Pernikahan, Perceraian, dan Rujuk) saat 
                                                          
9
DyahSekar,”ProfilPolresKarnganyar”dikutipdari 
http://eprints.undip.ac.id/61167/3/bab_2.pdf  diakses 4 Maret 2019, hlm.19. 
10
IPTU Fajar Rahwanto, Bagian Sumber Daya Manusia (Bagsumda), Wawancara Pribadi, 
15 Januari 2019, jam 13.30 – 14.30 WIB. Dikutip dengan ijin. 
11
IPDA Rohmad Hardono, Bagian Sumber Daya Manusia (Bagsumda), Wawancara 
Pribadi, 18 Februari 2019, jam 12.00-13.00 WIB, Dikutip dengan ijin. 
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dilaksanakan pembinaan nikah terhadap anggota Polri di Polres 
Karanganyar ? 
2. Bagaimana efektifitas pembinaan nikah dalam pembentukan keluarga 
sakinah dan rumah tangga yang harmonis bagi anggota Polri di Polres 
Karanganyar ? 
C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui pelaksanaan Pengajuan Izin Nikah dan Pembinaan 
Nikah bagi anggota Polri, serta apa saja yang di sampaikan BP4R saat 
dilaksankan Pembinaan Nikah terhadap anggota Polri di Polres 
Karanganyar. 
2. Untuk mengetahui efektifitas pembinaan nikah dalam pembentukan 
keluarga sakinah dan rumah tangga yang harmonis bagi anggota Polri 
di Polres Karanganyar. 
D. Manfaat Penelitian  
1. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi dan sebagai 
masukan. Selain itu, diharapkan juga sebagai bahan pengetahuan untuk 
masyarakat  tentang pernikahan bagi angota Polri agar masyarakat 
memahami pengetahuan tersebut lebih mendalam. 
2. Sebagai wawasan bagi masyarakat tentang pernikahan bagi anggota 
Polri. Khususnya bagi para calon yang akan menikah dengan anggota 
Polri. 
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E. Kerangka Teori 
Landasan teori dalam penelitian ini dengan menggunakan: 
1. Tinjauan Umum Pernikahan 
Nikah menurut Bahasa: al-jam’u dan al-dhamu yang artinya 
kumpul. Makna nikah (Zawaj) bisa diartikan dengan aqdu al-tazwij 
yang artinya akad nikah. Rahmat Hakim mengatakan, bahwa kata 
nikah berasal dari Bahasa Arab “nikahun” yang merupakan Masdar 
atau asal kata dari kata kerja “nakaha” sinonimnya “tazawwaja” 
kemudian diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia sebagai perkawinan. 
Dalam Bahasa Indonesia “perkawinan” berasal dari kata 
“kawin” yang artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, 
melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Makna nikah adalah 
akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab 
(pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan Kabul (pernyataan 
penyerahan dari pihak laki-laki). 
12
 
Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun1974 
Tentang Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara 
seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan 
membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal 
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
13
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Tihami dan Sohari Sahrani, Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap,(Jakarta: PT 
Raja grafindo Persada, 2014), hlm.7. 
13
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019). 
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2. Tinjauan Umum Pembinaan  
Pembinaan berasal dari kata bina, yang mendapat imbuhan pe-
an sehingga menjadi kata pembinaan. Pembinaan pada dasarnya 
merupakan aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara sadar, 
berencana, terarah dan teratur secara bertanggung jawab dalam rangka 
penumbuhan, peningkatan dan mengembangkan kemampuan serta 
sumber-sumber yang tersedia untuk mencapai tujuan. Pembinaan 
merupakan proses, cara membina, dan penyempurnaan atau usaha 
tindakan dan kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh hasil yang 
lebih baik.
14
 
3. Tinjauan Umum Anggota Polri (AnggotaKepolisian Negara Republik 
Indonesia) 
Pengertian Polri diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian 
Negara Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2010 tentang Tata Cara 
Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai Negeri 
pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat 1 menyatakan 
bahwa,”Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya 
disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara 
keamanan, ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta 
                                                          
14H Wulandari, “Landasan Teori Pembinaan”, dikutip dari 
http://eprints.walisongoac.id/6616/3/BAB%20II%282%29.pdf diakses 5 Maret 2019, hlm.6. 
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memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada 
masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.”15 
4. Tinjauan Umum Keluarga Sakinah 
Pengertian “Keluarga” adalah masyarakat terkecil sekurang-
kurangnya terdiri dari pasangan suami-istri sebagai sumber intinya 
berikut anak-anak yang lahir dari mereka. Jadi, setidak-tidaknya 
keluarga adalah pasangan suami-istri baik mempunyai anak atau tidak 
mempunyai anak. Sedangkan pengertian “Sakinah” adalah rasa 
tentram, anam dan damai. Seorang akan merasakan sakinah apabila 
terpenuhi unsur-unsur hajat hidup spiritual dan material secara layak 
dan seimbang.  
Jadi, keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas 
perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup spiritual dan 
material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang 
antar anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi , serta 
mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai 
keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia.
16
 
 
 
 
                                                          
15
PeraturanKepalaKepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang 
Tata Cara PengajuanPerkawinan, Perceraian, dan RujukbagiPegawai Negeri pada Kepolisian 
Negara Republik Indonesia. 
16
 Departeman Agama, Membina Keluarga Sakinah, (Jakarta: Direktorat Jendral 
Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003), hlm. 4-6. 
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F. Tinjauan Pustaka 
Keaslian karya ilmiah sangat dibutuhkan dalam penelitian karya 
ilmiah, maka dari itu penulis ingin membandingkan beberapa penelitian 
terdahulu. Berikut penelitiannya: 
1. Nur Atina Wulandari (050300210X), 2009 “Peraturan Perkawinan dan 
Perceraian Bagi Anggota Polri Sebagai Pegawai Negeri Pada Polri 
Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 
Tentang Perkawinan”17Skripsi Fakultas Hukum Program Studi Ilmu 
Hukum Kekhususan I (Hukum Tentang Hubungan antar Anggota 
Masyarakat) Universitas Indonesia Depok. Dalam penelitian ini 
membahas tentang peraturan mengenai perkawinan dan perceraian 
yang berlaku khusus bagi anggota Polri dan adakah aturan tersebut 
yang menyimpang dari ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 
1 Tahun 1974 tetang Perkawinan, serta sanksi apa yang dikenakan 
terhadap pelanggaran atas peraturan tersebut. 
2. Nailin Nadziroh (04350089), 2009 “Tinjauan Hukum Islam Terhadap 
Sidang Pra Nikah Bagi Anggota Polri (Studi Kasus di Pembinaan 
Kesejahteraan Binjah, Polda DIY)”18 Skripsi Fakultas Syari’ah Al-
Ahwal Asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 
                                                          
17
Nur Atina Wulandari, “Peraturan Perkawinan dan Perceraian Bagi Anggota Polri 
Sebagai Pegawai Negeri Pada Polri Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 
Tentang Perkawinan”, Skripsi, tdk diterbitkan, Program Studi Ilmu Hukum Kekhususan I (Hukum 
Tentang Hubungan Antar Anggota Masyarakat), Depok, 2009. 
 
18
Nailin Nadziroh, ”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sidang Pra Nikah Bagi Anggota 
Polri (Studi Kasus di Pembinaan Kesejahteraan Binjah, Polda DIY)”, Skripsi, tdk diterbitkan, 
Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan 
Kalijaga, Yogyakarta, 2009.  
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Yogyakarta. Dalam penelitian ini membahas tentang latar belakang 
berlakunya sidang Pra nikah bagi anggota Polri di Binjah, Polda DIY 
dan pandangan hukum Islam terhadap berlakuan sidang Pra nikah bagi 
anggota Polri di Binjah, Polda DIY. Hasil dari penelitian mengatakan 
bahwa latar belakang berlakunya sidang Pra nikah bagi anggota Polri 
di Binjah Polda DIY, yaitu untuk membantu individu dalam mencegah 
timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan , tujuan 
pernikahan menurut Islam, persyaratan-persyaratan pernikahan 
menurut Islam, kesiapan dirinya untuk menjalankan pernikahan sesuai 
dengan syariat Islam. Sedangkan yang dilihat dari sudut pandang 
Islam, bahwa sangat dianjurkan diadakannya sidang pra nikah bagi 
anggota Polri. Hal ini dimaksudkan sebagai penyerahan tanggung 
jawab yang dibebankan kepada istri anggota Polri selama dalam masa 
ikatan dinas, kemudian untuk menghindari adanya tuntutan yang 
datang dari pihak istri anggota Polri tentang tidak terpenuhi hak-
haknya sebagai istri anggota Polri. 
3. Ana Nur Wiyanti (A220080031), 2012 “Proses Pelaksanaan 
Perkawinan Anggota Polri: Permasalahan dan Alternatif Solusinya 
(Studi Kasus di Wilayah Polresta Yogyakarta)”19 Skripsi Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Tujuan penelitian ini meliputi tujuan objektif yaitu memperoleh data-
                                                          
19
Ana Nur Wiyanti, “Proses Pelaksanaan Perkawinan Bagi Anggota Polri: Permasalahn 
dan Alternatif Solusinya (Studi Kasus di Wilayah Polresta Yogyakarta)”, Skripsi, tdk diterbitkan, 
Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Muhamadiyah Surakarta, Surakarta, 2012. 
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data tentang syarat-syarat pelaksanaan perkawinan bagi anggota Polri, 
mengetahui masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan 
perkawinan serta cara menyelesaikannya. Perkawinan yang 
dilaksanakan oleh anggota Polri adalah menurut surat Peraturan 
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2010 
Tanggal 19 Maret 2010. Tentang petunjuk khusus yang mengatur tata 
cara perkawinan, perceraian,dan rujuk bagi pegawai negeri pada 
Kepolisian Negara Republik Indonesia. Petunjuk khusus tersebut tetap 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 
Perkawinan. 
Dari beberapa hasil skripsi di atas peneliti juga akan membuat 
penelitian tentang perkawinan anggota Polri, tetapi dengan tema yang 
berbeda. Jika hasil skripsi di atas membahas tentang peraturan 
perkawinan anggota Polri, sidang pra nikah bagi anggota Polri dan 
proses pelaksanaan perkawinan anggota Polri maka peneliti fokus 
membahas tentang pelaksanaa pengajuan izin nikah dan pembinaan 
nikah bagi anggota Polri. 
G. MetodePenelitian 
Dalam penelitian ini rencana peneliti akan menggunakan metode 
penelitian kualitatif lapangan. Metode Penelitian Kualitatif Lapangan 
berisi: 
 
 
15 
 
1. JenisPenelitian 
Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian 
lapangan. Penelitian lapangan adalah untuk mempelajari secara 
intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi 
lingkungan suatu unit sosial: individu, kelompok dan masyarakat. 
Penelitian ini cirinya bersifat mendalam tentang suatu unit sosial 
tertentu yang hasilnya merupakan gambaran yang lengkap dan 
terorganisir.
20
 
Penelitian lapangan dilakukan langsung di lapangan untuk 
memperoleh informasi dan data yang dibutuhkan oleh peneliti. Dalam 
hal ini penelitian lapangan akan dilakukan melalui wawancara 
langsung dengan Bagsumda (Bagian Sumber Daya Manusia) untuk 
mendapatkan informasi yang valid. Selain itu, juga untuk memperoleh 
informasi yang lebih luas mengenai perkara pelaksanaan pengajuan 
izin nikah dan pembinaan nikah bagi anggota Polri. 
2. Sumber Data 
Sumber data yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan 
informasi yang jelas yaitu dengan menggunakan data primer data 
sekunder: 
a. Data Primer 
Data primer adalah bahan pustaka yang berisikan 
pengetahuan ilmiah yang baru atau metakhir, ataupun pengertian 
                                                          
20
Suryana, Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, 
Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, 2010. 
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baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan 
(idea).
21
 Dalam hal peneliti langsung melakukan wawancara 
dengan Bagsumda (Bagian Sumber Daya Manusia) di Polres 
karanganyar untuk memperoleh informasi dan data yang 
diperlukan oleh peneliti.  
b. Data Sekunder  
Data sekunder adalah bahan pustaka yang berisikan 
informasi tentang data primer.
22
 Data tersebut merupakan data 
yang dikumpulkan, diolah, dan disajikan oleh pihak  lain. Data 
sekuner meliputi dokumen-dokumen resmi yang dimiliki oleh 
pihak terkait yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian 
ini. 
3. Waktu Penelitian 
Penelitian Awal (Preliminary Research) dilakukan padaa 
tanggal 15 Januari 2019 pukul 13.30 – 14.30 WIB. Penelitian lanjutan 
pada tanggal 18 Februari 2019 pukul 12.00 – 13.00 WIB. 
4. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data, yaitu: 
 
 
                                                          
21
Suratman dan Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum, (Bandung: ALFABETA, 
2013).  
22
Ibid  
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a. Wawancara 
Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi lisan yang 
dilakukan oleh dua orangWawancara dilakukan langsung  atau 
lebih, untuk membahas dan menggali informasi tertentu untuk 
mendapatkan tujuan tertentu pula. Wawancara memiliki tujuan 
yang jelas dan memiliki makna yang melebihi maksud dari 
percakapan biasa.
23
 Dengan melakukan wawancara peneliti bisa 
mendapatkan informasi yang diperlukan untuk penelitian ini 
dengan jelas dan akurat. Peneliti melakukan wawancara langsung 
dengan Bagsumda (Bagian Sumber Daya Manusia) yang akan 
menjelaskan tentang Pelaksanna Penganjuan Izin Nikah dan 
Pembinaan Nikah bagi Anggota Polri. 
b. Data Dokumentasi 
Data dokumentasi yang digunakan oleh peneliti yaitu data 
dokumentasi. Data dokumentasi adalah catatan peristiwa yang 
sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-
karya monumental dari seseorang. Dokumen merupakan pelengkap 
dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam 
penelitian kualitatif.
24
 Data dokumentasi dalam penelitian ini 
diperoleh langsung dari Bagsumda (Bagian Sumber daya Manusia) 
                                                          
23Maxmanroe.com,“Pengertian Wawancara Secara Umum, Tujuan, Jenis, dan Ciri-ciri 
Pewawancara” dikutip dari https://www.maxmanroe.com/vid/karir/pengertian-wawancara.html 
diakses 24 Januari 2019. 
24
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D), 
(Bandung: ALFABETA, 2015), hlm. 329. 
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untuk memperoleh data-data yang jelas dan akurat mengenai 
Pelaksanaan Pengajuan Izin Nikah dan Pembinaan Nikah Bagi 
Anggota Polri di Polres Karanganyar. 
c. Observasi  
Menurut Sutrisno Hadi, Observasi merupakan suatu proses 
yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses 
biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah 
proses-proses pengamatan dan ingatan. Teknik pengumpulan data 
dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan 
perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila 
responden yang diamati tidak terlalu besar.
25
 
5. Teknik Analisis Data 
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 
menggunakan metode sebagai berikut: 
Metode penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang mengacu 
pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-
undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan 
berkembang dalam masyarakat. Metode penelitian kualitatif tidak 
membutuhkan populasi dan sampel.
26
 
Uraian diatas dapat dijelaskan melalui tahapan-tahapan yang 
diteliti oleh seorang peneliti. Langkah pertama peneliti menganalisis 
dan mendeskripsikan tentang Pelaksanaan Pengajuan Izin Nikah dan 
                                                          
25
Ibid., hlm. 203. 
26
Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm.105. 
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Pembinaan Nikah bagi Anggota Polri, serta Tata Cara Pengajuan Izin 
Nikan dan Materi Pembinaan Nikah yang disampaikan Oleh Pejabat 
Agama sesuai dengan Agama masing-masing. 
H. Sistematika Penulisan 
Untuk memberikan pemahaman dalam memahami penelitian ini, 
peneliti membuat sistematika pembahasan penelitian yang terbagi dalam 
empat bab dan setiap bab terdiri dari beberapa subbab, yaitu sebagai 
berikut: 
Bab Pertama, bab pendahuluan yang merupakan sebagai panduan 
atau acuan untuk peneliti dalam melakukan penelitian ini. Pendahuluan 
terdiri dari beberapa subbab, yaitu: latar belakang, rumusan masalah, 
tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, 
metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 
Bab Kedua, dijelaskannya tentang perkawinan anggota Polri. 
Dalam bab ini terdiri dari subbab yaitu pengertian perkawinan, pengertian 
perkawinan bagi anggota Polri, dan pengertian tentang keluarga sakinah. 
Bab Ketiga, dijelaskannya tentang gambaran umum sejarah 
berdirinya Polres Karanganyar, Profil Polres Karanganyar dan letak 
geografis Polres Karanganyar. 
Bab Keempat, menjelaskan hasil penelitian dn pembahasan, dalam 
bab ini peneliti akan menjelaskan sesuai dengan rumusan masalah yaitu 
membahas tentang pelaksanaan pengajuan izin nikah dan pembinaan nikah 
20 
 
bagi anggota Polri di Polres Karanganyar dan materi yang disampaikan 
oleh pejabat Agama saat dilaksanakan pembinaan nikah terhadap anggota 
Polri di Polres Karanganyar. 
Bab Kelima, kesimpulan yang berisikan tentang hasil akhir peneliti 
tentang Pelaksanaan Pengajuan Izin Nikah dan Pembinaan Nikah Bagi 
Anggota Polri yang ditinjau,  yang telah diteliti, dipahami, dan dicermati. 
Dan memberikan saran yang rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. 
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BAB II 
PERNIKAHAN ANGGOTA POLRI 
 
A. Pernikahan 
1. Pengertian Pernikahan 
Pengertian pernikahan ada beberapa pendapat dari yang satu 
dengan yang lain, perbedaan tersebut tentang pengertian atau tentang 
arti kata “nikah” dan “kawin”. Menurut Rahmat Hakim, penggunaan 
kata “nikah” dan “kawin” mengandung dua maksud. Nikah 
dimaksudkan untuk perkawinan manusia, sedangkan kawin ditujukan 
bagi binatang. Terkadang kata nikah atau kawin sama-sama ditujukan 
kepada orang, tetapi dengan pengertian yang berbeda. Kawin diartikan 
sebagai melakukan hubungan seksual di luar nikah, sedangan nikah 
diartikan sebagai akad (upacara di hadapan petugas pencatat nikah).1 
Menurut Bahasa, kata “nikah” berarti ikatan (akad) pernikahan 
yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama, 
sedangkan kata “kawin” berarti membentuk keluarga dengan lawan 
jenis dengan cara menikah.2 Pada intinya pengertian kata “nikah” dan 
“kawin” mempunyai makna yang sama yaitu melakukan akad 
(perjanjian) nikah atau seorang laki-laki dan perempuan yang 
melakukan akad nikah untuk menjadi suami istri sesuai dengan hukum 
dan ajaran agama.  
                                                          
1
Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat 1, ( Bandung: CV Pustaka Setia, 2009 ), hlm.10. 
2
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ( 
Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2016), edisi ke V. 
22 
 
Pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan 
menjelaskan tentang pengertian perkawinan dalam pasal 1 yang 
menyatakan bahwa, “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara 
seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan 
membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal 
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, juga dalam pasal 2 ayat (1) 
menyatakan bahwa, “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan 
menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” 
dan pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa, “Tiap-tiap perkawinan dicatat 
menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. 3 Jadi, 
perkawinan harus dicatatkan dipencatatan sipil agar bisa diakui oleh 
negara dan bila perkawinan tersebut tidak dicatatkan dicatatan sipil 
maka perkawinan tersebut dianggap perkawinan siri tidak diakui oleh 
negara. 
Pernikahan atau perkawinan ialah akad yang menghalalkan 
pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki 
dan seorang perempuan yang bukan mahram.4 Pada hakikatnya, 
perkawinan tidak hanya menyatukan seorang laki-laki dan seorang 
perempuan menjadi suami istri, melainkan menyatukan dua keluarga 
yang berbeda menjadi satu keluarga besar.Pada umumnya pengertian 
                                                          
3
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019 ) 
4
Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat 1, ( Bandung: CV Pustaka Setia, 2009 ), hlm.9. 
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dari pernikahan dengan perkawinan itu memiliki arti dan makna yang 
sama. Hanya istilah penyebutannya saja yang berbeda. 
2. Rukun, Syarat dalam Islam 
Seseorang yang akan melaksankan pernikahan harus memenuhi 
rukun dan syarat pernikahan yang telah ditentukan. Berikut adalah 
penjelasan rukun dan syarat yang harus dipenuhi. 
a. Rukun Pernikahan : 
1) Adanya calon mempelai pria dan wanita. 
2) Adanya wali dari calon mempelai wanita. 
3) Adanya 2 (dua) orang saksi. 
4) Adanya ijab, yaitu ucapan penyerahan calon mempelai wanita 
dari walinya atau wakilnya kepada calon mempelai pria untuk 
dinikahi. 
5) Qabul, yaitu ucapan penrimaan pernikahan oleh calon mempelai 
pria atau wakilnya.5 
b. Syarat Pernikahan 
1) Bagi calon mempelai pria, syaratnya : 
a) Beragama Islam  
b) Pria 
c) Tidak dipaksa 
d) Tidak beristri 4 (empat ) 
e) Bukan mahramnya calon istri 
                                                          
5
Departemen Agama, Membina Keluarga Sakinah, (Jakarta: Direktorat Jendral 
Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003) hlm. 14. 
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f) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon 
istrinya 
g) Mengetahui calon istrinya tidak haram dinikahinya 
h) Tidak sedang dalam ihram haji atau umroh 
i) Cakap melakukan perbuatan hukum untuk hidup berumah 
tangga 
j) Tidak terdapat halangan perkawinan 
2) Bagi calon mempelai wanita, syaratnya : 
a) Beragama Islam 
b) Wanita (bukan banci/lesbian) 
c) Telah memberi izin kepada wali untuk menikahkannya 
d) Tidak bersuami dan tidak dalam iddah 
e) Bukan mahramnya calon suami 
f) Belum pernah di li’an (sumpah li’an) oleh calon suami 
g) Jelas orangnya 
h) Tidak sedang dalam ihram haji atau umroh 
3) Bagi wali calon mempelai wanita: 
a) Pria  
b) Beragama Islam 
c) Mempunyai hak atas perwaliannya 
d) Tidak terdapat halangan untuk menjadi wali 
4) Bagi saksi, syaratnya : 
a) Dua orang pria 
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b) Beragama Islam  
c) Sudah dewasa 
d) Hadir dalan upacara akad nikah 
e) Dapat mengerti maksud akad nikah6 
5) Bagi akad nikah, syaratnya : 
a) Adanya ijab (penyerahan) dari wali 
b) Adanya qabul (penerimaan) dari calon suami 
c) Ijab harus menggunakan kata-kata nikah atau yang searti 
dengannya  
d) Antara ijab dan qabul masih dalam satu majlis 
e) Orang yang berijab qabul tidak sedang dalam ihram untuk 
haji ata umroh. 7 
3. Larangan Pernikahan 
Larangan pernikahan adalah seorang pria dan seorang wanita yang 
tidak boleh melakukan pernikahan karena suatu hal yang menghalangi 
terlaksananya pernikahan tersebut. Seorang pria dilarang menikah 
dengan seorang wanita dalam arti jika terjadi hal tersebut, maka 
nikahnya batal apabila: 
1) Karena adanya hubungan mahram antara pria dan wanita, 
disebabkan: a).Kerabat dekat; b). Hubungan persusuan; c). 
Hubungan persemendaan. 
                                                          
6
Ibid. 
7
Ibid, hlm.15-17. 
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2) Tidak terpenuhinya rukun nikah. 
3) Terjadinya murtad bagi yang beragama Islam.8 
4. Perjanjian Pernikahan 
Perjanjian pernikahan adalah suatu yang berisi syarat-syarat yang 
harus dipenuhi oleh kedua belah pihak yang melakukan perjanjian. 
Namun perjanjian berbeda dengan sumpah, karena sumpah diawali 
dengan ucapan sumpah, yaitu wallahi, billahi, tallahi dan membawa 
akibat dosa bagi yang tidak memenuhinya. Perjanjian dalam 
pernikahan hukumnya adalah mubah, artinya seseorang boleh untuk 
membuat perjanjian dan boleh pula tidak membuat perjanjian dalam 
pernikahannya.9Jika seseorang akan membuat perjanjian dalam 
pernikahannya, maka perjanjian itu harus disepakati dan diketahui oleh 
kedua belah pihak. Namun, bila salah satu pihak tidak sepakat dengan 
perjanjian itu, maka perjanjian itu tidak boleh dilakukan karena kalau 
tetap dilakukan akan merugikan salah satu pihak.  
Kewajiban memenuhi persyaratan yang terdapat dalam perjanjian 
dan terikatanya dengan kelangsungan pernikahan tergantung kepada 
bentuk persyaratan yang ada dalam perjanjian. Dalam hal ini ulama 
membagi syarat itu mejad 3 (tiga), yaitu: Pertama, syarat-syarat yang 
langsung berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban suami istri dalam 
pernikahan dan merupakan tuntutan dari perkawinan itu sendiri; 
                                                          
8
Ibid, hlm.17-18. 
9
Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan 
Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: Predana Media, 2006), hlm. 145-146. 
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Kedua, syarat-syarat yang bertentangan dengan hakikat pernikahan 
atau yang secara khusus dilarang untuk dilakukan atau memberi 
mudarat kepada pihak-pihak tertentu; Ketiga, syarat-syarat yang tidak 
menyalahi tuntutan pernikahan dan tidak ada larangan secara khusus 
namun tidak ada tuntutan dari syara’  untuk dilakukan.10 
Selain itu, perjanjian pernikahan juga dijelaskan di Undang-
Undang Perkawinan dalam pasal 29, yang bunyinya : 
a. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua 
belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan 
perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat 
perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak 
ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. 
b. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar 
batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan. 
c. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan 
dilangsungkan. 
d. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat 
diubah, kecuali bila kedua belah pihak ada persetujuan untuk 
merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.11 
 
                                                          
10
Ibid, hlm. 146-147. 
11
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ( Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019 ) 
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B. Pernikahan Anggota Polri 
  Pernikahan anggota Polri berbeda dengan perkawinan pada 
umumnya karena pernikahan anggota Polri harus memenuhi persyaratan 
yang telah diatur oleh Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik 
Indonesia terlebih dahulu sebelum memenuhi persyaratan yang diatur 
dalam Undang-Undang Perkawinan. Anggota Polri yang akan 
melaksanakan pernikahan harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari 
pejabat yang berwenang. 
1. Izin nikah baru dapat diberikan oleh Pejabat berwenang, setelah 
mendapat pengesahan dari pejabat Agama di lingkungan Polri. 
2. Izin nikah pada prinsipnya diberikan kepada anggota jika 
perkawinan/pernikahan itu memperlihatkan prospek kebahagiaan dan 
kesejahteraan bagi calon suami/istri yang bersangkutan, lagi pula tidak 
akan membawa pengaruh atau akibat yang dapat merugikan kedinasan. 
3. Surat izin nikah hanya berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung mulai 
yang dikeluarkannya. 
4. Dalam hal izin nikah diberikan, sedangkan pernikahan tidak jadi 
dilakukan, maka yang bersangkutan harus segera melaporkan 
pembatalan itu kepada pejabat yang memberikan izin tersebut, nerikut 
alasan-alasan tertulis. 
5. Setelah pernikahan dilangsungkan, maka salinan surat nikah dari 
Lembaga yang berwenang, berikut salinan surat izin nikah harus 
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diserahkan oleh yang bersangkutan kepada pejabat di kesatuannya, 
guna penyelesaian administrasi dan keuangan. 
6. Anggota Polri tidak diperkenankan nikah selama mengikuti 
Pendidikan pertama/ Pendidikan dasar, baik di dalam maupun di luar 
negeri. 
7. Penolakan pemberian izin atas permohonan izin nikah dilakukan oleh 
pejabat yang berwenang tersebut, dalam pasal 13 KEP/01/I/1980 
dengan pemberitahuan kepada yang bersangkutan secara tertulis 
dengan disertai alasan-alasannya. 
8. Penolakan pemberian izin dimaksud point 8 di atas dilakukan apabila: 
a. Tabiat, kelakuan dan reputasi calon suami/istri yang bersangkutan 
tidak sesuai dengan kaidah-kaidah (norma) kehidupan yang 
berlaku dalam masyarakat. 
b. Ada kemungkinan bahwa pernikahan itu akan dapat merendahkan 
martabat ABRI atau mengakibatkan kerugian terhadap nama baik 
ABRI ataupun Negara baik langsung maupun tidak langsung. 
c. Persyaratan kesehatan tidak dipenuhi. 
9. Pada prinsipnya anggota ABRI hanya diizinkan beristri seorang (Pasal 
3 ayat a. KEP/01/1980). 
10. Penyimpangan dari ketentuan tersebut point 10 di atas, hanya dapat 
dipertimbangkan untuk diberi izin beristri lebih dari satu orang, 
bilamana pihak istri berada dalam keadaan sedemikian rupa, sehingga 
ia tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri terhadap 
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suami selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dengan surat 
keterangan dokter. 
11. Dalam hubungan dengan point 11 di atas, surat permohonannya harus 
dilengkapi selain dengan lampiran tersebut dalam Pasal 
14/17/19/21/KEP/01/I/1980 juga dengan surat keterangan pribadi dari 
calon istri yang menyatakan tidak keberatan/kesanggupannya untuk 
dimadu.12 
Dalam pernikahan terdapat yang namanya pernikahan campuran. 
Pernikahan campuran adalah pernikahan yang dilakukan dengan seorang 
warga negara asing. Anggota Polri yang hendak melaksanakan pernikahan 
campuran (dengan warga negara asing) supaya menyesuaikan dengan jiwa 
Undang-Undang RI No: 1/1974 Pasal 57 sampai dengan Pasal 62, dengan 
mengingat : 
a. Adanya kemungkinan bahwa perkawinan itu akan membuka rahasia 
ABRI/POLRI yang mengakibatkan kerugian terhadap negara Indonesia. 
b. Adanya kemungkinan bahwa perkawinan itu akan merendahkan 
martabat ABRI/POLRI baik secara langsung maupun tidak langsung. 
c. Pasal 19 ayat (1) huruf F PP No. 52 Tahun 1958 tentang kemungkinan 
seorang anggota ABRI/POLRI diberhentikan dengan hormat dari dinas 
                                                          
12
Petunjuk Teknis No. Pol: Juknis/01/III/1981 tentang Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk 
bagi anggota Polri (Departemen Pertahanan Keamanan Markas Besar Kepolisian Republik 
Indonesia).  
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ABRI/POLRI karena kehilangan kewarganegaraan bukan akibat tindak 
pidana.13 
Kepolisian Negara Republik Indonesia juga bekerjasama dengan KUA 
berkaitan dengan aturan perkawinan pada anggota Polri. Kerjasama yang 
dilakukan Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan KUA, berupa: 
a. Setiap anggota Polri yang beragama Islam setelah melalui prosedur 
NTR menurut kedinasan, pelaksanaan nikah, talaq dan rujuk harus 
dilakukan oleh KUA setempat. 
b. Petugas KUA sekali-kali tidak akan melayani NTR anggota Polri 
jika yang bersangkutan tidak dapat menunjukan surat izin dari 
Komandan Kesatuannya. 
c. Bila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri dan 
diketahui oleh petugas KUA supaya melaporkan kepada 
Komandan atau putusan Rohaniwan dari Kesatuannya. 
d. Dengan adanya kerjasama yang baik antara KUA, Rohaniwan Polri 
dan komandan setempat, maka pengawasan NTR dapat 
dilaksankan secara intensif untuk mencegah kemungkinan yang 
tidak diinginkan.14 
Setelah pernikahan anggota Polri dilaksanakan, maka suami atau 
istri anggota Polri diharuskan mempunyai Kartu Penunjukan Istri/Suami 
(KPI/KPS). Kartu Penunjukan Istri/Suami wajib dimiliki oleh setiap 
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istri/suami anggota Polri yang ditandatangani oleh pejabat berwenang 
yang mencantumkan identitas istri/suami dan anak.  
Prosedur dan persyaratan untuk penerbitan KPI/KPS, sebagai 
berikut : 
a. Anggota Polri mengajukan permohonan kepada pejabat pengemban 
fungsi personel masing-masing Satker/Subsatker dengan melampirkan 
persyaratan: 
1) Pas foto suami dan istri berdampingan ukuran 4x6 cm sebanyak 2 
(dua) lembar dengan ketentuan: 
a) Untuk KPI, suami berpakaian PDH dan istri berpakaian 
Bhayangkari 
b) Untuk KPS, istri berpakaian PDH dan suami berpakaian bebas 
rapi 
c) Latar belakang, untuk perwira berwarna merah dan brigadir 
berwarna kuning. 
2) Fotokopi: 
a) Skep/keputusan pengangkatan pertama menjadi anggota Polri 
b) Buku nikah/ akta kelahiran 
c) Surat akte kelahiran anak 
d) Skep/ keputusan kenaikan pangkat terakhir 15 
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Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2010 
Tentang Penerbitan Dan Penggunaan Kartu Tanda Anggota Dan Kartu Penunjukan Istri/Suami Di 
Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia  
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b. Pengemban fungsi personel setelah menerima permohonan 
sebagaimana dimaksud pada angka (1), mengajukan surat permohonan 
penerbitan KPI/KPS kepada : 
1) Kasatker di tingkat Mabes Polri; 
2) Kasatker/Subsatker di tingkat Polda; dan  
3) Kapolres/ta di tingkat Polres/ta dan Polsek/ta 
c. KPI/KPS digunakan sebagai: 
1) Identitas penunjukan istri/suami yang sah bagi anggota Polri  
2) Kelengkapan administrasi dalam mengurus hak-hak istri/suami 
anggota Polri 
d. Pemberlakuan KPI/KPS tetap berlaku meskipun yang bersangkutan 
pindah satuan, sepanjang data tidak berubah dan cukup mencantumkan 
data kepindahan pada kolom mutasi. 
e. Penggantian KPI/KPS dilakukan apabila : 
1) KPI/KPS mengalami kerusakan, cacat atau hilang 
2) Terjadi ketidakjelasan atau kesalahan penulisan data pada 
KPI/KPS 
3) Adanya perubahan data dan identitas diri 
4) Terjadi pernikahan kembali setelah istri/suami meninggal atau 
cerai.16 
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C. Keluarga Sakinah 
1. Pengertian dan kriteria keluarga sakinah 
Setiap pasangan yang melaksanakan suatu perkawinan pasti 
menginginkan untuk menjadi keluarga yang sakinah. Kata sakinah 
secara sederhana dapat diterjemahkan sebagai kedamaian. Sakinah atau 
kedamaian itu didatangkan Allah ke dalam hati para Nabi dan orang-
orang beriman agar tabah dan tidak gentar menghadapi rintangan 
apapun. Jadi berdasarkan arti kata sakinah dalam keluarga dapat 
dipahami sebagai keadaan yang tetap tenang meskipun banyak 
menghadapi rintangan dan ujian kehidupan.17 
Keluarga sakinah akan bisa terwujud dengan kerjasama antar 
suami dan istri. Keluarga sakinah adalah keluarga yang didasarkan atas 
perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material 
secara serasi dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara internal 
keluarga dan lingkungannya, mampu memahami, mengamalkan, dan 
memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, dan akhlaqul karimah.18 
Dalam keluarga sakinah terdapat kriteria umum keluarga sakinah yang 
terdiri dari : 
a. Keluarga Pra Sakinah : yaitu keluarga-keluarga yang dibentuk 
bukan melalui ketentuan perkawinan yang sah, tidak dapat 
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Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Fondasi Keluarga Sakinah, (Jakarta: Subdit 
Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag 
RI, 2017), hlm. 11. 
18
Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Dan Urusan Haji Nomor 
D/71/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gy6t erakan Keluarga Sakinah (Direktur 
Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji). 
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memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material secara minimal, 
seperti : 
1) Tidak sesuai ketentuan perundang-undangan perkawinan yang 
berlaku. 
2) Tidak memiliki dasar keimanan. 
3) Tidak melakukan shalat wajib. 
4) Tidak mengeluarkan zakat fitrah. 
5) Tidak menjalankan puasa wajib. 
6) Tidak tamat SD dan tidak dapat baca tulis. 
7) Termasuk kategori fakir dan atau miskin. 
8) Berbuat asusila. 
9) Terlibat perkara-perkara kriminal. 
b. Keluarga Sakinah I : yaitu keluarga-keluarga yang dibangun atas 
perkawinan yang sah dan telah dapat memenuhi kebutuhan spritual 
dan material secara minimal tetapi masih belum dapat memenuhi 
kebutuhan sosial psikologisnya seperti kebutuhan akan pendidikan, 
bimbingan keagamaan dalam keluarganya, mengikuti interaksi 
sosial keagamaan dengan lingkungannya. Adapun tolok ukur umum 
tersebut adalah sebagai berikut : 
1) Perkawinan sesuai dengan peraturan syariat dan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974.   
2) Keluarga memiliki surat nikah atau bukti lainnya, sebagai bukti 
perkawinan yang sah. 
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3) Mempunyai perangkat shalat, sebagai bukti melaksanakan shalat 
wajib dan dasar keimanan. 
4) Terpenuhi kebutuhan makanan pokok, sebagai tanda bukan 
tergolong fakir miskin. 
5) Masih sering meninggalkan shalat. 
6) Jika sakit masih sering pergi ke dukun. 
7) Percaya terhadap tahayul. 
8) Tidak datang di pengajian/majelis taklim. 
9) Rata-rata keluarga tamat atau memiliki ijazah SD.19 
c. Keluarga Sakinah II : yaitu keluarga-keluarga yang dibangun atas 
perkawinan yang sah dan disamping telah dapat memenuhi 
kehidupannya juga telah mampu memahami pentingnya 
pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam 
keluarga serta mampu mengadakan interaksi sosial keagamaan 
dengan lingkungannya, tetapi belum mampu menghayatu serta 
mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul 
karimah, infaq, zakat, amal jariah, menabung dan sebagainya. 
Selain telah memenuhi kriteria Keluarga Sakinah I, keluarga 
tersebut memiliki tolok ukur sebagai berikut :  
1) Tidak terjadi perceraian, kecuali sebab kematian atau hal sejenis 
lainnya yang mengharuskan terjadinya perceraian itu. 
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Departemen Agama, Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah, (Jakarta: 
Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Urusan 
Agama Islam, 2005), hlm. 24. 
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2) Penghasilan keluarga melebihi kebutuhan pokok, sehingga bisa 
menabung. 
3) Rata-rata keluarga memiliki ijazah SMTP. 
4) Memiliki rumah sendiri meskipun sederhana. 
5) Keluarga aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan sosial 
keagamaan. 
6) Mampu memenuhi standard makanan yang sehat/memenuhi 
empat sehat lima sempurna. 
7) Tidak terlibat perkara kriminal, judi, mabuk, prostitusi dan 
perbuatan amoral lainnya.20 
d. Keluarga Sakinah III : yaitu keluarga-keluarga yang dapat 
memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan, akhlaqul 
karimah sosial psikologi dan pengembangan keluarganya, tetapi 
belum mampu menjadi suri tauladan bagi lingkungannya. Selain 
telah memenuhi kriteria Keluarga Sakinah II, keluarga tersebut 
memiliki tolok ukur sebagai berikut : 
1) Aktif dalam upaya meningkatkan kegiatan dan gairah 
keagamaan di masjid-masjid maupun dalam keluarga. 
2) Keluarga aktif menjadi pengurus kegiatan keagamaan dan 
sosial kemasyarakatan. 
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3) Aktif memberikan dorongan dan motivasi untuk meningkatan 
kesehatan ibu dan anak serta kesehatan masyarakat pada 
umunya. 
4) Rata-rata keluarga memiliki ijazah SMTA ke atas. 
5) Pengeluaran zakat, infaq, shadaqah dan wakaf senantiasa 
meningkat. 
6) Meningkatnya pengeluaran qurban. 
7) Melaksanakan ibadah haji secara baik dan benar sesuai 
tuntunan agama dan ketentuan perundang-undangan yang 
berlaku.21 
e. Keluarga Sakinah III Plus : yaitu keluarga-keluarga yang telah 
dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan dan 
akhlaqul karimah secara sempurna, kebutuhan sosial psikologis 
dan pengembangannya serta dapat menjadi suri tauladan bagi 
lingkungannya. Selain telah memenuhi kriteria Keluarga Sakinah 
III, keluarga tersebut memiliki tolok ukur sebagai berikut : 
1) Keluarga yang telah melaksanakan haji dapat memenuhi 
kriteria haji mabrur. 
2) Menjadi tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh organisasi 
yang dicintai oleh masyarakat dan keluarganya. 
3) Pengeluaran zakat, infaq, shadaqah, amal jariyah, wakaf 
meningkat dengan baik secara kualitatif maupun kauntitatif. 
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4) Meningkatnya kemampuan keluarga dan masyarakat 
sekelilingnya dalam memenuhi ajaran agama. 
5) Keluarga mampu mengembangkan ajaran agama. 
6) Rata-rata anggota keluarga mempunyai ijazah sarjana. 
7) Nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah 
tertanam dalam kehidupan pribadi dan keluarganya. 
8) Tumbuh berkembang perasaan cinta kasih sayang secara 
selaras, serasi dan seimbang salam anggota keluarga dan 
lingkungannya. 
9) Mampu menjadi suri tauladan masyarakat sekitarnya.22 
Dari penjelasan beberapa kreteria umum keluarga sakinah di atas 
maka kita dapat melihat dan menerapkan keluarga sakinah yang baik. 
2. Ciri-ciri Keluarga Sakinah 
Setiap masyarakat mempunyai istilah yang beragam terkait 
keluarga yang ideal, salah satunya ada yang menggunakan istilah 
keluarga sakinah. Berikut ini disajikan 3 (tiga) pendapat tentang ciri-ciri 
keluarga ideal tersebut, Pertama, ada yang berpendapat bahwa ciri 
keluarga sakinah mencakup hal-hal sebagai berikut : 
a. Berdiri di atas fondasi keimanan yang kokoh. 
b. Menunaikan misi ibadah dalam kehidupan. 
c. Mentaati ajaran agama. 
d. Saling mencintai dan menyayangi. 
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e. Saling menjaga dan menguatkan dalam kebaikan. 
f. Saling memberikan yang terbaik untuk pasangan. 
g. Musyawarah menyelesaikan permasalahan. 
h. Membagi peran secara keadilan. 
i. Kompak mendidik anak-anak. 
j. Berkontribusi untuk kebaikan masyarakat, bangsa, dan negara.23 
Kedua, organisasi Muhammadiyah menggunakan istilah keluarga 
sakinah yang dipahami sebagai keluarga yang setiap anggotanya 
senantiasa mengembangkan kemampuan dasar fitrah kemanusiaannya 
dalam rangka menjadikan dirinya sendiri sebagai manusia yang memiliki 
tanggung jawab atas kesejahteraan sesama manusia dan alam, sehingg 
anggota keluarga tersebut selalu merasa aman, tentram, damai, dan 
bahagia. Cirinya ada 5 (lima) sebagai berikut : 
a. Kekuatan/kekuasaan dan keintiman. Suami istri memiliki hak 
yang sama untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Ini 
adalah dasar penting untuk kedekatan hubungan dalam keluarga. 
b. Kejujuran dan kebebasan pendapat. Setiap anggota keluarga bebas 
mengeluarkan pendapat yang berbeda-beda. Walaupun berbeda 
pendapat tetap diperlakukan sama. 
c.  Kehangatan, kegembiraan dan humor. Ketika kegembiraan dan 
humor hadir dalam hubungan keluarga, setiap anggota akan 
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Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Fondasi Keluarga Sakinah, (Jakarta: Subdit 
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merasakan kenyamanan dalm berinteraksi. Keceriaan dan rasa 
saling percaya di antara seluruh komponen keluarga merupakan 
sumber penting kebahagiaan rumah tangga. 
d. Keterampilan organisasi dan negosiasi. Mengatur berbagai tugas 
dan melakukan negosiasi (bermusyawarah) ketika terdapat 
berbabagi macam perbedaan pandangan mengenai banyak hal 
untuk dicarikan solusi terbaik. 
e. Sistem nilaiyang menjadi pegangan bersama. Nilai moral 
keagamaan yang dijadikan sebagai pedoman seluruh komponen 
keluarga merupakan acuan pokok dalam melihat dan memahami 
realitas kehidupan serta sebagai rambu-rambu dalam menganbil 
keputusan.24 
Ketiga, Nahdlatul Ulama menggunakan istilah keluarga maslahah, 
yaitu keluarga yang dalam hubungan suami-istri dan orangtua-anak 
menerapkan prinsip-prinsip keadilan, keseimbangan, moderat, toleransi, 
dan amar ma’ruf nahi munkar: berakhlak karimah; sakinah mawaddah wa 
rahmah; sejahtera lahir batin; serta berperan aktif mengupayakan 
kemaslahatan lingkungan sosial dan alam sebagai perwujudan Islam 
rahmatan lil’alamin. Keluarga maslahah memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 
a. Suami istri yang saleh, yakni bisa mendatangkan manfaat dan 
faedah bagi dirinya, anak-anaknya, dan lingkungannya 
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sehingga darinya tercermin perilaku dan perbuatan yang bisa 
menjadi teladan bagi anak-anaknya maupun orang lain. 
b. Anak-anaknya baik, dalam arti berkualitas, berakhlak mulia, 
sehat rohani dan jasmani, produktif dan kreatif sehingga pada 
saatnya dapat hidup mandiri dan tidak menjadi beban oranglain 
atau masyarakat. 
c. Pergaulannya baik. Maksudnya pergaulan anggota keluarga itu 
terarah, mengenal lingkungan dengan baik, dan bertetangga 
dengan baik tanpa mengorbankan prinsip dan pendirian 
hidupnya. 
d. Berkecukupan rezeki. Artinya tidak harus kaya atau berlimpah 
harta yang penting bisa membiayai hidup dan kehidupan 
keluarganya dari kebutuhan sandang, pangan dan papan, biaya 
pendidikan dan ibadahnya.25  
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BAB III 
GAMBARAN UMUM 
POLRES KARANGANYAR 
 
A. Profil Polres Karanganyar 
1. Situasi Umum 
a. Letak Geografi 
1) Kabupaten Karanganyar terletak pada 7° 28´ - 7° 46´ LS dan 
110° 40´ - 110° 70´ BT. Ketinggian rata-rata 511 meter diatas 
permukaan air laut, beriklim tropis dengan temperature 22 
derajat s/d 31 derajat celcius. 
2) Daerah Karanganyar terdiri dari Daerah Pegunungan, Daerah 
Dataran Tinggi dan Daerah Dataran Rendah. 
3) Ketinggian 
a) Terendah : 90 m diatas permukaan laut. 
b) Tertinggi  : 975 m diatas permukaan laut.1 
b. Batas Daerah 
1) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Magetan, 
Propinsi Jawa Timur. (Polres Magetan) 
2) Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Dati II Sragen. 
(Polres Sragen) 
3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Wonogiri dan 
Kabupaten Sukoharjo. (Polres Sukoharjo)
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Sarju, Bagian Sumber Daya Manusia (Bagsumda), Wawancara Pribadi, 26 September 
2019, Dikutip dengan ijin. 
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4) Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Boyolali dan 
Kotamadya Surakarta. (Polres Boyolali dan Poltabes Surakarta) 
c. Luas Daerah 
Secara administratif Kabupaten Karanganyar terdiri dari 17 
Kecamatan dan 117 Desa. Untuk wilayah hukum Polres 
Karanganyar sendiri dalam satu Kabupaten terdapat 17 Kantor 
Kepolisian Sektor (Polsek) yang berada di tingkat Kecamatan. 
Luas daerah Kabupaten Karanganyar adalah 773,78 km² terdiri 
dari: 
1) Pertanian : 80,73 km² 
2) Tegalan : 167,47 km² 
3) Pekarangan : 21,47 km² 
4) Perkebunan : 37,95 km² 
5) Kehutanan : 98,55 km² 
6) Lain-lain : 367,61 km² 2 
B. Sejarah Berdirinya Polres Karanganyar 
Sejarah berdirinya Kepolisian Resor Karanganyar dimulai sejak 
proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, yang saat itu secara spontan 
kepolisian di daerah menjadi Kepolisian Republik Indonesia. Pada tanggal 
29 September 1945, berdasarkan maklumat pemerintah Raden Said 
Soekanto diangkat menjadi Kepala Kepolisian Pusat. Bersamaan dengan 
itu seiring dengan dibentuknya pemerintahan daerah dengan spontan 
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dibentuk pula Kepolisian di daerah setingkat Kabupaten. Tanggal 1 Juli 
1946 dibentuklah Jawatan Kepolisian Negara berdasarkan penetapan 
pemerintah No. 11/SD. Jawatan Kepolsian Negara dipimpin Kepala 
Kepolisian Negara dan bertanggung jawab langsung jepada Perdana 
Menteri. Penetapan ini kemudian dijadikan sebagai tanggal kelahiran 
Kepolisan Negara Republik Indonesia.
3
 
C. Pejabat Kapolres Karanganyar 
1. IP. II. Sastro Poerdjo    (1945-1947) 
2. IP. II. R. Sudarto Marto Soeyoso   (1947-1950) 
3. IP. I. RM. Soehardi    (1950-1951) 
4. IP. I. Suratmo     (1951-1952) 
5. IP. I. JS. Soetarno Danoe Soetjitro  (1952-1954) 
6. IP. I. Sawarno Bridjo Sasmito   (1954-1957) 
7. AKP. Soemarno Gondo Sapoetro   (1957-1960) 
8. AKP. Djojo Moestopo    (1960-1962) 
9. AKP. Slamet Ajoeb    (1962-1964) 
10. AKBP. R. Soekardjono    (1964-1966) 
11. AKBP. R. Wilardi     (1966-1971) 
12. LETKOL POL. R. Hoedijono   (1971-1973) 
13. LETKOL POL. S. Ragil Poedjono  (1973-1976) 
14. LETKOL POL. Soegino Tjitro Wardoyo  (1976-1982) 
15. LETKOL POL. Drs. Sukardy   (1982-1984) 
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16. MAYOR POL. Drs. Sukamto, S.H.  (1984-1986) 
17. LETKOL POL. Drs. H. Soedadi   (1986-1987) 
18. LETKOL POL. AL. Effendi   (1987-1989) 
19. LETKOL POL. Drs. TB. Nunung M. Sofyan (1989-1993) 
20. LETKOL POL. Drs. JJ. Sitompul, Smik  (1993-1995) 
21. LETKOL POL. Drs. Chasnan, S.H.  (1995-1999) 
22. LETKOL POL. Drs. Soedarsono   (1999-2000) 
23. AKBP. Drs. Alexius Subiandono   (2000-2002) 
24. AKBP. Drs. Amrin Remico, M.M.  (2002-2005) 
25. AKBP. Drs. Prabowo    (2005-2006) 
26. AKBP. Drs. Rikwanto    (2006-2008) 
27. AKBP. Drs. Sukadji    (2008-2009) 
28. AKBP. Dra. Sri Handayani, M.H.  (2009-2010) 
29. AKBP. Drs. Edi Suroso    (2010-2011) 
30. AKBP. H. Nazirwan Adji Wibowo, SIK, M.Si. (2012-2013) 
31. AKBP. Dra. Martireni Narmadiana, M.Si. (2013-2014) 
32. AKBP. Mahedi Surindra, S.H., SIK.  (2014-2016) 
33. AKBP. Ade Safri Simanjuntak, SIK., M.Si. (2016-2017) 
34. AKBP. Henik Maryanto, SIK., M.Si.  (2017-2018) 
35. AKBP. Catur Gatot Efendi, SIK., M.H.  (2018-Sekarang)4 
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D. Struktur Oraganisasi Polres Karanganyar Sesuai PERKAP NO 23 
Tahuan 2010 
PERIODE 2018 
KAPOLRES 
AKBP HENIK MARYANTO, 
SIK, MSI 
WAKAPOLRES 
KP DYAH WURYANING 
HAPSARI, SH 
KASIWAS 
IPTU I KADEK 
PARDILA 
KASI PROPAM 
IPDA TEGUH 
SARDIYANTO, SH 
KASIKEU 
IPTU AGUS 
WHARYANTO, SH 
KASIUM 
AIPTU 
PURWATIN, SH 
KABAG SUMDA 
KP TAUFIK 
OKTAVIANTO, SH., M.H 
KABAG REN 
KP SUYATMI, SH 
KABAG OPS 
KP SUHARNA, M.H 
KASSUBAG HUMAS 
AKP SURYANTO, S.T., 
SH., MH 
KASUBBAG 
DALOPS 
KOSONG 
KASUBBAG 
BINOPS 
KOSONG 
KASUBBAG 
DALGAR 
AKP SUBARDO, 
SH., M.H 
KASUBBAG 
PROGAR 
AKP 
TURMUDI, 
SH., M.H 
KASUBBAG 
HUKUM 
AKP ARIS DWI 
HAHDOKO, SH 
KASUBBAG PERS 
AKP ELOK 
ENDROWATI 
KASUBBAG 
SARPRAS 
AKP SUPARMI, M.H. 
KASAT NARKOBA 
AKP HARNO, SH. 
KASAT RESKRIM 
AKP PURBO ADJAR 
WASKITO, SIK 
KASAT INTELKAM 
AKP WALIYANA, SH. 
KA SPKT 
IPTU YULIANTO, 
SH. 
KASAT TAHTI 
IPTU HASTO 
BROTO 
KASAT LANTAS 
AKP AHDI 
RIZALIANSYAH, SIK. 
KASAT SHABARA 
AKP SURYONO, SH. 
KASAT BINMAS 
AKP SUWARSI, SH 
KASITIPOL 
AIPTU JOKO 
WARSITO, SH 
KAPOLSEK 
 
 
E.Daftar Nama Pejabat di Polres Karanganyar 
1. Unsur Pimpinan 
a. Kapolres  : AKBP. Catur Gatot Efendi, SIK., M.H. 
b. Waka Polres  : Kompol Dyah Wuryaning Hapsari, S.E. 
2. Unsur Pengawas dan Pembantu Pimpinan 
a. Kabag Ops  : Kompol I Wayan Suditha, S.H., M.H. 
b. Kabag Ren  : Kompol Suyatmi, S.H. 
c. Kabag Sumda  : Kompol Taufik Oktavianto, S.H., M.H 
d. Kasiwas  : IPTU I Kadek Pardila 
e. Kasi Propam  : IPDA Teguh Sardiyanto, S.H. 
f. Kasi Keu  : IPTU Agus Wharyanto, S.H. 
g. Kasium  : AIPTU Purwatin, S.H. 
3. Unsur Pelaksana Tugas Pokok 
a. Kasat Intelkam : AKP Teguh Sujadi, S.Sos 
b. Kasat Reskrim : AKP Purbo Adjar Waskito, SIK. 
c. Kasat Narkoba : AKP Muhamad Kariri, S.H. 
d. Kasat Binmas  : AKP Suwarsi, S.H. 
e. Kasat Sabhara  : AKP Suryono, S.H. 
f. Kasat Lantas  : AKP Faris Budiman, S.H., M.H. 
g. Ka SPKT  : IPTU Yulianto, S.H. 
h. Kasat Tahti  : IPTU Suka Priyana 
4. Unsur Pendukung 
Kasitipol   : AIPTU Joko Warsito, S.H. 
 
 
5. Unsur Pelaksana Tugas Kewilayahan 
a. Kapolsek Tasikmadu  : AKP Murtiyoko, S.H. 
b. Kapolsek Jaten  : AKP Lukman Tri Nofianto, S.H. 
c. Kapolsek Kebakkramat : AKP Sutami, S.H. 
d. Kapolsek Mojogedang : AKP Iswandi, S.H. 
e. Kapolsek Kerjo  : AKP Y. Subandi, S.E., M.H. 
f. Kapolsek Jenawi  : AKP Y. Iwan Kusnandar, S.Pd. 
g. Kapolsek Ngargoyoso : AKP Apin Sunu, S.H. 
h. Kapolsek Karangpandan : AKP Ibariyadi 
i. Kapolsek Tawangmangu : IPTU Ismugiyanto 
j. Kapolsek Matesih  : IPTU Tri Gusnadi 
k. Kapolsek Jumapolo  : IPTU Sudirman 
l. Kapolsek Jumantono  : AKP Joko Haryoto, S.H., M.Si. 
m. Kapolsek Jatipuro  : IPTU Hasto Broto 
n. Kapolsek Jatiyoso  : IPTU Subarkah, S.Kom. 
o. Kapolsek Colomadu  : AKP Sentot Ambar W, S.H. 
p. Kapolsek Gondangrejo : AKP Riyanto, S.Sos. 
q. Kapolsek Karanganyar : AKP Ridhwan, S.H., M.H. 
F. Sarana dan Prasarana di Polres Karanganyar 
Untuk menunjang kinerja anggota Kepolisisan dan demi 
tercapainya tugas yang sempurna dari setiap anggota Polres Karanganyar 
perlunya beberapa sarana maupun prasarana yang ada. Secara umum dari 
segi bangunan terdiri dari 3 (tiga) bagian, yaitu: 
 
 
1. Bagian Utama : terbagi menjadi 2 (dua) yaitu Markas 
Komando (Mako) Barat Polres Karanganyar dan bangunan 
Mako Timur, kemudian 17 unit bangunan Kantor Polsek  yang 
tersebar di tiap Kecamatan se-Kabupaten Karanganyar dan 
bangunan asrama atau rumah dinas yang diperuntukkan untuk 
anggota Polri Polres Karanganyar. Luas tanah Barat adalah 
15.343 m² terpakai untuk ruang perkantoran, ruang rapat, 
masjid, lapangan apel, kantor pengurus bhayangkari,ruang 
untuk pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian 
(SKCK), ruang sentra pelayanan Kepolisian yang berada di 
bagian paling depan kantor Polres Karanganyar untuk 
digunakan sebagai pelayanan langsung kepada masyarakat. 
Ruang sever dan Telekomunikasi dan Informasi (T.I), tempat 
parkir sepeda motor dan mobil maupun truk dalmas, Gudang 
perlengkapan dalmas, Gudang logistik, kantin, ruang 
perpustakaan Polri.  
2. Bagian Kedua : untuk pelayanan kesehatan bagi anggota Polri, 
terdapat pula satu unit bangunan Poliklinik Bhayangkara Polres 
Karanganyar. Klinik ini melayani berbagai keluhan kesehatan 
dari anggota Polri dan keluarga serta mendapatkan penanganan 
secara medis oleh Dokter Umum maupun Paramedis 
Kepolisian. Pelayanan obat-obatan juga disediakan secara 
gratis untuk anggota Polri dan keluarga dengan harapan apabila 
 
 
kesehatan anggota Polri dan keluarga terjamin maka akan 
tercapai pula tingkat kinerja anggota Polri di Polres 
Karanganyar secara maksimal. 
3. Bagian Ketiga :Di kantor bagian timur menepati tana seluas 
4.895㎡ digunakan untuk pelayanan umum kepada masyarakat, 
berupa pembuatan SIM dan perpanjangan SIM. 
G. Peraturan pernikahan anggota Polri 
Dalam pengajuan izin nikah pada anggota Polri harus memenuhi 
persyaratan yaitu persyaratan umum dan persyaratan khusus.
5
 Persyaratan 
umum yang dimaksud sebagai berikut: 
a. Surat permohonan pengajuan izin kawin. 
b. Surat keterangan N1 dari Kelurahan/Desa sesuai domisili, 
mengenai nama, tempat, dan tanggal lahir, agama, pekerjaan, 
tempat kediaman, dan status calon suami/istri. 
c. Surat keterangan N2 dari Kelurahan/Desa sesuai domisili, 
mengenai asal usul yang meliputi nama, agama, pekerjaan, dan 
tempat kediaman orang tua/wali. 
d. Surat keterangan N4 dari Kelurahan /Desa sesuai domisili. 
Mengenai orang tua calon suami/istri. 
                                                          
5
 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang 
Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian 
Negara Republik Indonesia. 
 
 
e. Surat pernyataan kesanggipan dari calon suami/istri untuk 
melaksanakan kehidupan rumah tangga. 
f. Surat pernyataan persetujuan dari orang tua, apabila kedua orang 
tua telah meninggal dunia, maka persetujuan diberikan oleh wali 
calon suami/istri. 
g. Surat keterangan pejabat personel dari satuan kerja pegawai 
negeri pada Polri yang akan melaksanakan perkawinan, 
mengenai status pegawai yang bersangkutan 
perjaka/gadis/kawin/duda/janda. 
h. Surat akta cerai atau surat kematian suami/istri, apabila mereka 
sudah duda/janda. 
i. Surat keterangan dokter tentang kesehatan calon suami/istri 
untuk menyatakan sehat, dan khusus calon istri melampirkan tes 
urine untuk mengetahui kehamilan. 
j. Pas foto berwarna calon suami/istri ukuran 4 cm x 6 cm, masing-
masing 3 (tiga) lembar, dengan ketentuan: 
1) Bagi perwira berpakaian dinas harian dengan latar 
belakang warna merah. 
2) Bagi Brigadir berpakaian dinas harian dengan latar 
belakang warna kuning. 
3) Bagi PNS Polri berpakaian dinas harian dengan latar 
belakang warna biru. 
 
 
4) Bagi calon suami/istri yang bukan pegawai negeri pada 
Polri berpakaian bebas rapi dengan latar belakang 
disesuaikan dengan pangkat calon suami/istri. 
k. Surat keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) bagi calon 
suami/istri yang bukan pegawai negeri. 
Sedangan persyaratan khusus yang dimaksud sebagai berikut : 
a. Calon suami/istri yang beragama Khatolik, melampirkan surat 
permandian atau surat keterangan yang sejajar dan tidak lebih dari 
6 (enam) bulan. 
b. Calon suami/istri yang beragama Protestan melampirkan surat 
permandian/baptis dan surat sidi. 
c. Bagi pegawai negeri pada Polri pria yang kawin dengan WNA 
wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan dan bagi Polwan dan PNS wanita bersedia berhenti dari 
dinas aktif. 
Selain memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus, dalam 
pengajuan izin nikah juga ada tata cara pengajuan izin nikah menurut agama 
yang diatur sebagai berikut
6
: 
a. Surat permohonan izin kawin diajukan kepada Pejabat yang 
berwenang melalui saluran Hierarchie setelah dibubuhi 
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pendapat/pengesahan dari Pejabat Agama di lingkungan Polri dengan 
disertai lampiran-lampiran: 
1) Surat keterangan tentang nama, tanggal dan tempat lahir, 
agama, pekerjaan dan tempat kediaman calon suami istri; 
apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin disebutkan 
juga nama suami atau istri terdahulu. 
2) Surat keterangan tentang nama, agama, pekerjaan dan tempat 
kediaman orang tua mereka. 
3) Surat kesanggupan dari calon istri/suami anggota Polri. 
4) Surat keterangan dari yang berwenang bahwa calon suami 
telah mecapai usia 19 tahun dan calon istri telah mecapai usia 
16 tahun. 
5) Syarat persetujuan dari Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk 
oleh kedua orang tua pihak calon suami maupun pihak calon 
istri, dalam hal calon suami/istri belum mecapai usia tersebut 
(pada point 4). 
6) Surat persetujuan ayah/wali calon istri. 
7) Surat keterangan Pejabat Personalia mengenai belum pernah 
kawin atau masih beristri/bersuami dari anggota yang 
bersangkutan. 
8) Surat keterangan cerai/kematian suami dari calon istri atau 
surat keterangan cerai/kematian istri dari calon suami apabila 
mereka sudahjanda/duda. 
 
 
9) Surat keterangan dari Pamong Praja/Polosi setempat tentang 
tingkah laku calon suami/istri. 
10) Surat keterangan dokter ABRI mengenai kesehatan anggota 
yang bersangkutan dari calon istri/suami. 
11) Enam lembar pas foto (ukuran 3 x 4) anggota yang 
bersangkutan dan calon istri/suami. 
b. Jangka waktu minimum yang diperlukan sebagai persiapan untuk 
menyelesaikan hal-hal yang menyangkut segi keamanan ialah 15 
(lima belas) hari sebelum tanggal pelaksanaan perkawinan. 
Penyelenggaraan sidang pembinaan nikah dilaksanakan oleh 
petugas BP4R (Badan Pembantu Penasehat Perkawinan, Perceraian, 
dan Rujuk) dengan tingkat SPN, Polrestabes, Polres Metro, Polresta 
dan Polres
7
, sebagai berikut: 
a. Ketua 
Pejabat yang ditetapkan oleh Surat Telegram Kapolri 
Nomor:ST/1916/IX/2014 tentang penyelenggaraan 
Pembinaan/bimbingan nikah, cerai, dan rujuk melalui BP4R (Badan 
Pembantu Penasehat Pernikahan, Perceraian, dan Rujuk) dalam hal 
ini adalah Ses SPN, Wakapolrestabes, Wakapolres Metro, 
Wakapolresta, dan Wakapolres. 
b. Sekretaris 
                                                          
7
 Kepolisian Negara Republik Indonesia, Buku Panduan Sidang Pembinaan Nikah di 
Lingkungan Polri, (Jakarta: Biro Watpess SSDM Polri, 2017), hlm. 14-15. 
 
 
Pejabat yang ditetapkan oleh Surat Telegram Kapolri Nomor: 
ST/1916/IX/2014 tentang penyelenggaraan Pembinaan/bimbingan 
nikah, cerai, dan rujuk melalui BP4R (Badan Pembantu Penasehat 
Pernikahan, Perceraian, dan Rujuk) dalam hal ini adalah  
Kabagsumda  
c. Rohaniwan sebagai narasumber 
1) Kepangkatan sesuai dengan yang dibina. 
2) Sudah berumah tangga dan tidak memiliki catatan 
permasalahan dalam rumah tangga. 
3) Memiliki wawasan tentang agama dan lebih khusus lagi 
dalam hal pernikahan/keluarga. 
d. Anggota antara lain sebagai berikut: 
1) Staf Siwas 
a) Kepangkatan sesuai yang dibina  
b) Sudah berumah tangga dan tidak memiliki catatan 
permasalahan dalam rumah tangga 
c) Memahami tugas dan fungsi pengawasan 
2) Staf Sipropam 
a) Kepangkatan sesuai dengan yang dibina 
b) Tidak memiliki catatan permasalahan dalam rumah 
tangga 
c) Memahami tugas dan fungsi Sipropam utamanya 
tentang kode etik profesi Polri dan disiplin 
 
 
3) Bhayangkari 
a) Aktif dalam kegiatan oraganisasi bhayangkari  
b) Tidak memiliki catatan permasalahan dalam rumah 
tangga 
c) Memahami tugas-tugas organisasi bhayangkari8 
H. Pelaksanaan pengajuan izin nikah dan pembinaan nikah di Polres 
Karanganyar 
Dalam Kepolisian terdapat peraturan yang mengatur tentang 
pernikahan anggota Polri yang tentunya harus dipenuhi oleh anggota Polri 
apabila akan melakukan sebuah pernikahan. Anggota Polri harus 
melakukan pengajuan izin nikah terlebih dahulu kepada pejabat yang 
berwenang dan memenuhi persyaratan yaitu dengan cara melengkapi 
berkas-berkas yang ditentukan oleh bagsumda (bagian sumber daya 
manusia). Setelah melengkapi berkas tersebut anggota Polri akan 
melakukan sidang nikah dan pembinaan nikah. Berikut adalah beberapa 
wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap anggota Polri yang telah 
melaksanakan pernikahan yang berkaitan dengan proses pengajuan izin 
nikah dan pembinan nikah anggota Polri di Polres Karanganyar. 
1. Bagsumda (Bagian Sumber Daya Manusia) penguus persyaratan 
pengajuan izin nikah.  
IPTU Fajar Rahwanto Profesi Polisi bagian sumber daya manusia. 
Pernikahan Anggota Polri diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara 
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Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tanggal 19 Maret 2010 
tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi 
Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam 
pelaksanaan pernikahan anggota Polri harus terlebih dahulu melakukan 
pengajuan izin nikah kepada pejabat yang berwenang untuk memenuhi 
persyaratan yang telah ditentukan dan melengkapi berkas-berkas. 
Pengajuan izin nikah dilakukan 3 bulan sebelum pelaksanaan 
pernikahan. Setelah melengkapi berkas-berkas calon mempelai harus 
melakukan pemeriksaan kesehatan. Setelah semua persyaratan 
dipenuhi anggota Polri akan melaksanakan sidang nikah dan 
pembinaan nikah.
9
  
IPDA Rohmad Hardono Profesi Polisi bagian sumber daya 
manusia. Pembinaan nikah dilakukan setelah pengajuan izn nikah 
diterima oleh pejabat yang berwenang. Pembinaan nikah dilakukan 
oleh BP4R (Badan Pembantu Pensehat Perkawinan, Perceraian, dan 
Rujuk). Tujuan pembinaan nikah untuk bisa mewujudkan rumah 
tangga yang bahagia. Biasanya yang disampaikan dalam pembinaan 
nikah adalah 5M, yaitu 1. Mlumah, saling terbuka antara calon 
istri/suami; 2. Mengkurep, saling menutup aib masing-masing 
pasangan; 3. Mlebu, bisa saling mengatur pemasukan keuangan; 4. 
Metu, bisa saling mengatur pengeluaran keuangan; 5. Muni, saling 
berkomunikasi. Dan hal yang paling khusus untuk disampaikan adalah 
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anggota Polri dan pasanganya bisa hidup sederhana/tidak berfoya-foya, 
bisa menjaga sikap/penampilan, menjaga etika di media sosial.
10
  
2. Anggota Polri yang telah melaksankan pernikahan 
Briptu Diantika Puspitasari Profesi Polisi Wanita bagian 
Keuangan. Proses pengajuan izin nikah dilakukan 3 bulan sebelum 
pelaksanaan pernikahan. Proses pengajuan nikah sebelumnya mencari 
surat keterangan belum menikah di Kelurahan untuk calon suami 
maupun calon istri. Kemudian mencari syarat pengajuan izin nikah di 
bagian sumber daya manusia (Bagsumda). Setelah semua dilengkapi 
persyaratan diserahkan kepada pejabat yang berwenang dan setelah itu 
menunggu  sidang nikah dan pembinaan nikah. Dalam pembinaan 
nikah pejabat agama menyampaikan tentang hak dan kewajiban 
suami/istri, seperti bisa menutup kekurangan masing-masing pasangan, 
bisa menjaga istri dari perbuatan dosa, memberikan nafkah kepada 
istri, saling memberi ketenangan, cinta dan kasih sayang antara 
pasangan.
11
 
Briptu Ririn Rachmawati Profesi Polisi Wanita bagian. Pengajuan 
nikah dilakukan 3 bulan sebelum pelaksanaan pernikahan. Proses 
pengajuan izin nikah dengan cara melengkapi berkas yang telah 
disiapkan di bagian sumber daya manusia kemudian melaksanakan 
litsus dipanimal, setelah itu melakukan pemeriksaan kesehatan. Setelah 
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itu melaksanakan sidang nikah dan pembinaan nikah. Dalam 
pembinaan nikah ejabat agama memberikan nasehat kepada calon 
mempelai untuk selalu menjaga keharmonisan rumah tangganya agar 
saling melengkapi satu sama lain. Menikah merupakan ibadah terlama 
dan paling banyak pahala yang ada didalamnya.
12
 
Briptu Desi Profesi Polisi Wanita bagian. Pengajuan izin nikah 
dilakukan dengan cara melengkapi persyaratan yang diberikan kepada 
bagian sumber daya manusia (Bagsumda) dan pengajuan izin nikah 
dilakukan 3 bulan sebelum pelaksanaan pernikahan. Perangkat sidang 
yang hadir dalam sidang yaitu Waka (Wakil Kepala) Polres/Kabag 
(Kepala bagian), Kasiwas (Kepala Seksi Pengawas)/Kasipropam 
(Kepala Seksi Profesi dan Pengamanan), dan Rohaniawan. Setelah itu 
membuat surat izin nikah untuk diajukan di KUA (Kantor Urusan 
Agama). Yang disampaikan saat pembinaan nikah, yaitu 5M: 1. 
Mlumah (Saling terbuka antara calon suami/istri); 2. Mengkurep 
(Saling menutup aib masing-masing pasangan); 3. Mlebu (Bisa saling 
mengatur pemasukan keuangan); 4. Metu (Bisa saling mengatur 
pengeluaran keuangan); 5. Muni (Saling komunikasi). Dan pejabat 
agama juga menyampaikan untuk hidup sederhana/tidak boros, bisa 
menjaga sikap/penampilan, dan menjaga etika di media sosial.
13
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Frendi Profesi Polisi bagian Keuangan. Pengajuan izin nikah 
dilakukan dengan cara melengkapi persyaratan yang diberikan kepada 
bagian sumber daya manusia (Bagsumda) dan pengajuan izin nikah 
dilakukan 3 bulan sebelum pelaksanaan pernikahan. Perangkat sidang 
yang hadir dalam sidang yaitu Waka (Wakil Kepala) Polres/Kabag 
(Kepala bagian), Kasiwas (Kepala Seksi Pengawas)/Kasipropam 
(Kepala Seksi Profesi dan Pengamanan), dan Rohaniawan. Setelah itu 
membuat surat izin nikah untuk diajukan di KUA (Kantor Urusan 
Agama). Pejabat Agama mempunyai materi tentang pembinaan nikah 
untuk membangun rumah tangga yang baik yang disingkat 5M, yaitu: 
1. Mlumah (Saling terbuka antara calon suami/istri); 2. Mengkurep 
(Saling menutup aib masing-masing pasangan); 3. Mlebu (Bisa saling 
mengatur pemasukan keuangan); 4. Metu (Bisa saling mengatur 
pengeluaran keuangan); 5. Muni (Saling komunikasi). Dan pejabat 
agama juga menyampaikan hal khusus untuk anggota Polri yang akan 
menikah dengan calonnya agar hidup sederhana/tidak boros, bisa 
menjaga sikap/penampilan, dan menjaga etika di media sosial.
14
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BAB IV 
PENGAJUAN IZIN DAN PEMBINAAN NIKAH 
ANGGOTA POLRI 
 
A. Pelaksanaa Pengajuan Izin Nikah dan Pembinaan Nikah bagi Anggota 
Polri di Polres Karanganyar 
1. Pengajuan Izin Nikah Anggota Polri di Polres Karanganyar 
Pernikahan Anggota Polri sebelum dilaksanakannya Pembinaan 
Nikah Anggota Polri harus melakukan pengajuan izin nikah sesuai 
dengan Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata 
Cara Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada 
Kepolisian Negara Republik Indonesia.  
Tata cara pengajuan izin nikah pada anggota Polri di Polres 
Karanganyar sebelum melaksanakan pernikahan
1
, yaitu : 
a. Fotocopy Surat Pengangkatan Pertama. 
b. SKCK: Calon istri, kedua orang tua calon istri, kedua orang tua calon 
suami. 
c. Fotocopy KTA dan KTP calon suami/istri. 
d. Surat keterangan belum pernah menikah bagi calon istri. 
e. Fotocopy akte kelahiran calon istri. 
f. Fotocopy ijazah terakhir calon istri. 
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g. Pas foto berwarna, berjajar, calon suami sebelah kanan : 9 lembar 
(pakaian calon suami : PDH, calon istri bebas rapi), background 
kuning (Ba), merah (Pa). 
h. Surat keterangan dokter dari dokter kesehatan di Polres Karanganyar. 
i. Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) dari Paminal Polres 
Karanganyar. 
j. Surat keterangan N1, N2, N3 dan N4 dari Kelurahan setempat. 
k. Mengisi Blangko/Formulir : 
1) Blangko permohonan izin nikah diketahui oleh atasan langsung 
2) Surat tanda kesanggupan calon suami 
3) Surat tanda kesanggupan calon istri 
4) Surat tanda kesanggupan bapak calon suami 
5) Surat tanda kesanggupan bapak calon istri 
6) Surat keterangan personalia (belum pernah nikah) 
7) Surat keterangan personalia (selesai ikatan dinas)  
8) Surat pernyataan bersama 
Dibuat rangkap 6 (enam) diserahkan di Bagsumda (bagian sumber daya 
manusia). 
Pengajuan izin nikah dilakukan 3 bulan sebelum pelaksanaan 
pernikahan. Surat izin nikah yang sudah dikeluarkan oleh pejabat yang 
berwenang berlaku selama 6 bulan. Surat izin nikah digunakan untuk 
diajukan kepada KUA (Kantor Urusan Agama).  Apabila ada 
pengunduran pernikahan pada anggota Polri surat izin nikah bisa 
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Mengajukan 
Permohonan Izin 
Nikah 
diperpanjang selama 3 bulan. Sebelum adanya surat izin nikah maka 
KUA (Kantor Urusan Agama) tidak berwenang untuk melaksanakan 
pernikahan pada anggota Polri.
2
 Sidang nikah dan pembinaan nikah 
dilaksanakan setelah terkumpul beberapa anggota Polri yang ingin 
melaksanakan pernikahan, jadi sidang dan pembinaan nikah dilakukan 
oleh beberapa anggota Polri yang ingin melaksanakan pernikahan diruang 
yang sama.
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
2
 IPDA Rohmad Hardono, Bagian Sumber Daya Manusia (Bagsumda), Wawancara 
Pribadi, 27 Februari 2020, jam12.30. Dikutip dengan ijin.  
3
 Briptu Diantika Puspitasari, Bagian Keuangan, Wawancara Pribadi, 27 Februari 2020, 
jam 12.30 WIB. Dikutip dengan ijin. 
Melengkapai 
Berkas-Berkas 
yang Disediakan di 
Bagian Sumber 
Daya Manusia 
Melaksanakan 
Litsus di Panimal 
Melakukan 
Pemeriksaan 
Kesehatan di 
Dokter Kesehatan 
Polres 
Karanganyar 
Menyerahkan 
Berkas-Berkas 
Kepada Pejabat 
yang Berwenang 
Melaksanakan 
Sidang Nikah dan 
Pembinaan Nikah 
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Pegawai negeri pada Polri hanya diizinkan mempunyai seorang 
istri/suami, serta anggota Polri wanita dan pegawai negeri sipil Polri 
wanita dilarang menjadi istri kedua dan seterusnya. Apabila anggota Polri 
diketahui melakukan poligami, maka anggota Polri tersebut akan diberikan 
sanksi etika.
4
 
Anggota Polri yang akan melaksanakan pernikahan harus 
mendapatkan izin oleh pejabat yang berwenang. Setiap golongan anggota 
Polri mempunyai pejabat yang berbeda-beda. Pejabat yang berwenang 
memberikan izin nikah kepada anggota Polri, sebagai berikut : 
a. Kapolri, untuk golongan kepangkatan perwira tinggi Polri, Pegawai 
Negeri Sipil golongan IV/d dan IV/e. 
b. Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia, untuk yang 
berpangkat Kominsaris Besar Polisi dan Pegawai Negeri Sipil 
golongan IV/c. 
c. Kepala Biro Perawatan Personel Staf Sumber Daya Manusia Polri, 
untuk berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi dan Pegawai Negeri 
Sipil Polri golongan IV/b ke bawah di lingkungan Markas Besar 
Polri. 
d. Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri, Kepala Sekolah 
Staf dan Pimpinan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri, Kepala 
Sekolah Pembentukan Perwira Lembaga Pendidikan dan Pelatihan 
                                                          
4
 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang 
Perubahan Atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 
Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada 
Kepolisian Negara Republik Indonesia. 
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Polri, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian Lembaga Pendidikan 
dan Pelatihan Polri, Gubernur Akademik Kepolisian Lembaga 
Pendidikan dan Pelatihan Polri dan Komandan Korps Brigade Mobil 
Polri untuk yang berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi dan 
Pegawai Negeri Sipil Polri golongan IV/b ke bawah di 
lingkungannya. 
e. Kepala Kepolisian Daerah, untuk yang berpangkat Ajun Komisaris 
Besar Polisi dan Pegawai Negeri Sipil Polri golongan IV/b sampai 
dengan Inspektur dan Pegawai Negeri Sipil golongan III di 
wilayahnya. 
f. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kepolisian Daerah, untuk yang 
berpangkat Brigadir dan Pegawai Negeri Sipil golongan II ke bawah 
di lingkungan Kepolisian Daerah. 
g. Kepala Kepolisian Resor dan Kepala Sekolah Polisi Negara untuk 
yang berpangkat Brigadir dan Pegawai Negeri Sipil Polri golongan II 
ke bawah di wilayahnya.
5
 
Setiap anggota Polri yang akan melaksanakan pernikahan wajib 
mengajukan surat permohonan izin nikah kepada Kepala Satuan Kerja 
(Kasatker) dengan melampirkan persyaratan yang sudah ditentukan, setelah 
itu anggota Polri bersama calon suami/istri akan mendapatkan pengarahan 
dari Kasatker yang bersangkutan. Jika telah selesai pengarahan, Kasatker 
segera meneruskan permohonan izin nikah anggota Polri kepada pejabat yang 
                                                          
5
 Ibid. 
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berwenang untuk diteruskan kepada pejabat agama/personalia untuk 
dilakukan pembinaan nikah.
6
 
Anggota Polri yang telah mendapatkan izin nikah dapat melanjutkan 
proses pelaksanaan pernikahan ke Kantor Urusan Agama (KUA) dengan 
susunan berkas izin nikah, sebagai berikut : 
a. Surat permohonan 
b. Surat kesanggupan dari calon suami 
c. Surat kesanggupan dari calon istri 
d. Surat persetujuan orang tua/ wali calon suami 
e. Surat persetujuan orang tua/ wali calon istri 
f. Surat pernyataan bersama 
g. Surat keterangan personalia 
h. Fotocopy KTA/KTP calon mempelai 
i. SK pertama 
j. Surat keterangan dokter 
k. Surat keterangan belum menikah 
l. N1-N4 
m. Fotocopy akte kelahiran 
n. Fotocopy ijasah terakhir 
o. SKCK calon istri, orang tua/ wali7 
                                                          
6
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang 
Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negara Pada Kepolisian 
Negara Republik Indonesia. 
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2. Pembinaan Nikah Anggota Polri di Polres Karanganyar 
Anggota Polri yang telah mengajukan permohonan izin nikah dan 
pejabat yang berwenang telah memberikan surat permohonan tersebut 
kepada pejabat agama, maka anggota Polri akan melaksanakan 
pembinaan nikah yang di lakukan oleh pejabat agama. Di Polres 
Karanganyar pejabat agama biasanya sering disebut dengan BP4R 
(Badan Pembantu Penasehat Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk).  
Sidang pembinaan nikah merupakan tahapan terpenting yang bisa 
dijadikan acuan bagi kita untuk mempersiapkan keluarga terbaik untuk 
institusi Polri. Melalui sidang pembinaan nikah diharapkan anggota baru 
dari keluarga besar Polri dapat lebih mengenal dan memahami situasi, 
kondisi tugas dan tanggung jawab anggota Polri. Pelaksanaan sidang 
pembinaan nikah dihadiri oleh calon mempelai laki-laki dan perempuan 
dan orang tua/wali dari kedua calon mempelai. Sedangkan perangkat 
sidang terdiri dari ketua sidang, sekretaris, rohaniwan sesuai agama calon 
mempelai, staf propam, staf itwasum, dan bhayangkari sebagai anggota 
sidang pembinaan nikah.
8
 
Dalam pelaksanaan sidang pembinaan nikah akan dihadiri oleh 
pejabat yang berwenang, seperti: 
                                                                                                                                                               
7
IPDA Rohmad Hardono, Bagian Sumber Daya Manusia (Bagsumda), Wawancara 
Pribadi, 18 februari 2019, jam 12.00-13.00 WIB. Dikutip dengan ijin. 
8
Kepolisian Negara Republik Indonesia, Buku Panduan Sidang Pembinaan Nikah Di 
Lingkungan Polri, (Jakarta: Biro Watpres SSdm Polri, 2017). 
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a. Waka Polres/Kabag 
b. Kasiwas (Kepala Seksi Pengawas)/Kasipropam (Kepala Seksi Profesi 
dan Pengamanan) 
c. Rohaiawan/BP4R (Badan Pembantu Penasehat Pernikahan, 
Perceraian, dan Rujuk) 
Selain itu juga dihadiri oleh kedua calon mempelai dan kedua orang tua 
calon suami maupun calon istri untuk mejadi saksi pelaksanaan sidang 
pembinaan nikah.
9
 
Pembinaan yang disampaikan oleh Rohaniwan/BP4R (Badan 
Pembantu Penasehat Pernikahan, Perceraian dan Rujuk) dengan materi 
sebagai yang disingkat dengan 5 M, yaitu: 
a. Mlumah : Saling terbuka antara calon suami dengan calon istri. 
b. Mengkurep : Saling menutupaib masing-masing pasangan. 
c. Mlebu : Bisa saling mengatur pemasukan keuangan. 
d. Metu : Bisa saling mengatur pengeluaran keuangan. 
e. Muni : Saling berkomunikasi antara pasangan 
Selain itu, juga disampaikan hal yang paling khusus untuk anggota 
Polri dan pasangannya agar bisa hidup sederhana/tidak berfoya-foya, 
bisa menjaga sikap/penampilan, dan bisa menjaga etika ketika 
menggunakan media sosial.
10
 
                                                          
9
 Briptu Desi, Bagian, Wawancara Pribadi, 27 Februari 2020, jam 12.30 WIB. Dikutip 
dengan ijin. 
10
 Frendi, Bagian Keuangan, Wawancara Pribadi, 27 Februari 2020, jam 12.30 WIB. 
Dikutip dengan ijin. 
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Pelaksanaan Sidang Pembinaan Nikah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pada pelaksanaan sidang pembinaan nikah anggota Polri dan 
calonnya akan dijelaskan tentang materi dalam bidang Propam dan 
bidang Sumber Daya Manusia, sebagai berikut: 
Sidang Pembinaan 
Nikah Dibuka Oleh 
Ketua Sidang 
Memastikan 
kehadiran Perserta 
Sidang Pembinanaan 
Nikah 
Memberikan 
Materi Tentang 
Regulasi Sidang 
Pembinaan Nikah 
Memberikan Informasi 
Tentang Pentingnya 
Sidang Pembinaan 
Nikah 
 
Memberikan Informasi 
Tentang Tugas Pokok 
Bagi Pegawai Negeri 
pada Kepolisian Negara 
Republik Indonesia 
Secara Umum. 
Ketua Sidang 
Menutup Sidang 
Pembinaan Nikah 
 
Penandatanganan 
Berita Acara 
Sidang Pembinaan 
Nikah Oleh Ketua 
dan Anggota 
Sidang 
Memproses Surat 
Izin Nikah Untuk 
Diajukan Kepada 
Pejabat Berwenang 
Sesuai Kepangkatan 
Calon 
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a. Bidang Propam 
1) Pengetahuan tugas pokok dan fungsi Propam Polri 
a) Devisi Propam Polri merupakan unsur pengawas dan 
pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolri. 
b) Devisi Propam Polri bertugas membina dan 
menyelenggarakan fungsi pertanggung jawaban profesi, 
pengamanan internal termasuk penegakan disiplin dan 
ketertiban di lingkungan Polri serta pelayanan pengaduan 
masyarakat tentang adanya penyimpangan tindakan anggota 
dan PNS Polri. 
2) Ruang lingkup pengaturan kode etik profesi Polri mencakup: 
a) Etika Kenegaraan memuat pedoman berperilaku anggota 
Polri dalam hubungan: 
I. Tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia 
II. Pancasila 
III. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 
1945 
IV. Kebhinekaan Tunggal Ika 
b) Etika Kelembagaan memuat pedoman berperilaku anggota 
Polri dalam hubungan: 
I. Tribrata sebagai pedoman hidup 
II. Catur Prasetya sebagai pedoman kerja 
III. Sumpah/janji anggota Polri 
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IV. Sumpah/janji jabatan 
V. Sepuluh komitmen moral dan perubahan pola pikir 
c) Etika Kemasyarakatan memuat pedoman berperilaku anggota 
Polri dalam hubungan: 
I. Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat 
II. Penegakan hukum 
III. Pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat 
IV. Kearifan lokal (gotong royong, setia kawan dan toleransi) 
d) Etika Kepribadian memuat pedoman berperilaku anggota 
Polri dalam hubungan: 
I. Kehidupan beragama 
II. Kepatuhan dan ketaatan terhadap hukum 
III. Sopan santun dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, 
berbangsa dan bernegara.
11
 
b. Bidang Sumber Daya Manusia 
1) Tujuan pernikahan 
 Tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga yang 
sakinah, mawaddah, warahmah. Pernikahan adalah janji suci, 
sakral dan kokoh, sehingga rumah tangga islami selalu 
didambakan oleh setiap pasangan suami istri mampu 
mewujudkan rasa ketenangan, kedamaian, kasih sayang dan 
dalam hadist disebut dengan rumahku adalah surgaku. Unruk 
                                                          
11
 Kepolisian Negara Republik Indonesia, Buku Panduan Sidang Pembinaan Nikah di 
Lingkungan Polri, (Jakarta: Biro Watpress SSDM Polri, 2017) 
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mencapai hal tersebut haruslah dibutuhkan seorang figur teladan 
yang telah sukses dalam membina rumah tangga sakina 
mawaddah warahmah, yaitu Rasulullah SAW. Dalam islam 
tujuan pernikahan itu antara lain : 
a) Untuk memenuhi tuntunan naluri manusia yang asasi. 
b) Untuk membentengi akhlaq yang mulia. 
c) Untuk menegakkan rumah tangga yang islami. 
d) Untuk meningkatkan ibadah kepada Allah. 
e) Untuk memperoleh keturunan yang shalih shalihah. 
Dalam membangun rumah tangga yang bahagia dan 
kekal seorang suami dan seorang istri harus memperhatikan 
beberapa hal-hal yang perlu diperhatikan: 
a) Selama menempuh hidup berkeluarga sadarilah bahwa jalan 
yang kita akan lalui tidaklah selalu berjalan dengan indah 
dan enak tetapi juga penuh dengan cobaab dan 
permasalahan. 
b) Ketika biduk rumah tangga dalam masalah, janganlah 
saling melepas tangan tetapi sebaliknya justru semakin erat 
berpegangan tang untuk segera menyelesaikan masalah 
yang sedang dihadapinya. 
c) Ketika keluarga belum dikaruniai anak, cintailah istri atau 
suami dengan sepenuh hati dan senantiasa berusaha dan 
berdoa agar segera dikaruniai anak. 
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d) Ketika sudah mempunyai anak, memahami bahwa itu 
amanah yang harus dirawat, dididik, dan dibesarkan dengan 
kasih sayang orang tuanya. 
e) Ketika ekonomi keluarga belum membaik, yakinlah bahwa 
pintu rejeki akan terbuka lebar berbanding lurus dengan 
tingkat ketaatan suami istri kepada Allah SWT.
12
 
B. Efektifitas Pembinaan Nikah Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah  
Sebagai unit terkecil dari masyarakat, yang terdiri dari kepala keluarga 
(ayah) dan anggota keluarga (istri dan anak) yang tinggal di satu atap yang 
sama. Keluarga berperan sangat penting untuk bisa mewujudkan keluarga 
yang bahagia. Begitu juga keluarga Polri, keluarga Polri memiliki arti penting 
bagi kualitas sumber daya manusia di Institusi Polri. 
Dalam pembinaan nikah yang dilaksanakan oleh anggota Polri bertujuan 
memaksimalkan persiapan anggota Polri dengan pasangannya untuk 
membangun keluarga yang bahagia. Dengan adanya pembinaan nikah 
diharapkan semaksimal mungkin dapat menghindari situasi dan kondisi yang 
rawan bagi keharmonisan keluarga.
13
 
Dalam mewujudkan keluarga yang sakinah pada anggota Polri, maka 
pasangan anggota Polri Polres Karanganyar harus melaksanakan hak dan 
kewajibannya dengan baik, seperti suami harus bisa menjaga istrinya dengan 
baik, suami memberikan nafkah kepada istri, menjaga istri dari perbuatan 
                                                          
12
 Ibid. 
13
Kepolisian Negara Republik Indonesia, Buku Panduan Sidang Pembinaan Nikah Di 
Lingkungan Polri, (Jakarta: Biro Watpres SSdm Polri, 2017), hlm. 2.  
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dosa, dan memberikan rasa tenang, cinta dan kasih sayang terhadap 
pasangannya. Dengan cara itu akan mewujudkan keluargan yang bahagia.
14
 
Polri mempunyai cara untuk bisa mewujudkan keluarga bahagia dan 
harmonis, sebagai berikut : 
a. Rumah tangga dibangun berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Nabi 
Niat awal ketika membangun sebuah keluarga dalam bentuk 
pernikahan yang sah baik dalam agama maupun sah dalam aturan 
negara dalam rangka pembentukan sebuah keluarga sakinah ialah 
rumah tangga yang dibina atas landasan taqwa, berpandukan Al-
Quran dan Sunnah Nabi, bukan hanya atas dasar cinta saja.  
b. Rumah tangga dibangun dengan rasa kasih sayang 
Membina keluarga yang bahagia dan sakinah tanpa adanya 
mawaddah dan rahmah, maka tidak akan dapat hidup dengan tenang 
dan aman dalam sebuah kelarga, karena ketiganya itu saling terikat 
satu sama lain. Setiap pasangan suami istri pasti menginginkan hidup 
bahagia. Kebahagiaan hidup adalah bersifat relatif sesuai dengan cita 
rasa dan keperluannya.  
Namun begitu setiap orang berpendapat sama bahwa 
kebahagiaan adalah segala sesuatu yang dapat mendatangkan 
ketentraman, keamanan dan kedamaian serta segala sesuatu yang 
bersifat pemenuhan keperluan mental spiritual manusia. Untuk 
mencapai kebahagiaan keluarga, hendaknya antara suami istri 
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 Briptu Diantika Puspitasi, Bagian Keuangan, Wawancara Pribadi, 27 Februari 2020, 
Jam 12.30 WIB. Dikutip dengan Ijin. 
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senantiasa memupuk rasa cinta dengan rasa saling menyayangi, 
kasih-mengasihi, hormat-menghormati serta saling menghargai satu 
sama lain dan penuh keterbukaan.
15
 
c. Bersyukur telah dikaruniai pasangan hidup 
Mensyukuri nikmat Allah adalah merupakan kewajiban bagi tiap 
hamba-hamba-Nya karena tidak sedikit manusia yang sampai akhir 
hayatnya tidak mempunyai pasangan dan bahwa jodoh, rezeki dan 
mati itu dalam kekuasaan Allah, tidak dapat dirumuskan secara 
matematis. Jadi, bila kita telah dipertemukan dengan pasangan hidup 
kita, maka kita harus bersyukur. Bersyukur dengan cara bisa 
menerima kelebihan dan kekurangan pasangan hidup kita, maka kita 
sebagai pasangannya harus bisa saling menutupi dan melengkapi 
kekurangan satu sama lain.  
Selain itu, di antara suami istri hendaknya saling memahami dan 
megerti tentang keadaan masing-masing, baik fisik maupun secara 
metal. Perlu diketahui pula bahwa keduanya sebagai manusia, tidak 
saja berbeda jenis, tetapi masing-masing juga memiliki perbedaan 
sifat, sikap, tingkah laku dan mungkin perbedaan pandangan.  
d. Memilih kriteria pasangan yang tepat 
Kita harus mencari pasangan yang memiliki keyakinan 
(beragama Islam) yang sama. Berasal dari keturunan dan keluarga 
yang kita percaya dan baik, mempunyai akhlak mulia, sopan santun 
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Kepolisian Negara Republik Indonesia, Buku Panduan Sidang Pembinaan Nikah Di 
Lingkungan Polri, (Jakarta: Biro Watpres SSdm Polri, 2017), hlm. 19. 
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dan bertutur kata yang baik. Selain itu, juga harus mecari pasangan 
yang bisa menghormati orang tuanya. Karena, mencari pasangan 
dengan memilih kriteria yang tepat akan saat berpengaruh untuk 
rumah tangga nantinya agar bisa menjadi kelurga yang bahagia dan 
harmonis. 
e. Menjalankan hak dan kewajiban  
Sebagai suami dan istri dengan baik suami harus memahami hak 
dan kewajibannya dalam rumah tangga, begitu juga dengan istri 
harus memahami hak dan kewajibannya dalam rumah tangga.
16
 
f. Melaksanakan asas musyawarah dan suka memaafkan 
Dalam kehidupan berumah tangga sikap bermusyawarah antara 
suami istri merupakan suatu yang sangat perlu diterapkan. Hal 
tersebut sesuai dengan prinsip bahwa tak ada masalah yang tidak 
dapat dipecahkan selama prinsip musyawarah diamalkan.  
Dalam hal ini dituntut sikap terbuka, lapang dada, jujur, mau 
menerima dan memberi serta sikap tidak mau menang sendiri dari 
pihak suami maupun istri. Sikap suka bermusyawarah dalam 
keluarga dapat menumbuhkan rasa memiliki dan rasa tanggung 
jawab di antara para anggota keluarga dalam menyelesaikan dan 
memecahkan masalah-masalah yang timbul. 
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Maka pasangan suami istri harus menerapkan sikap musyawarah 
dengan baik, agar jika setiap timbul masalah kecil maupun masalah 
besar bisa diselesaikan dengan baik dengan pasangannya.  
Di antara pasangan suami istri harus ada sikap kesediaan untuk 
saling memaafkan atas kesalahan masing-masing. Hal ini penting 
karena tidak jarang soal hal kecil dan sepele dapat menjadi sebab 
terganggunya hubungan suami istri yang tidak jarang dapat menjurus 
kepada perselisihan yang berkepanjangan.
17
 
Efektifitas Pembinaan Nikah memang dilakukan dengan cara 
menerapkan kepada anggota Polri yang akan menikah untuk bisa hidup 
sederhana atau tidak berfoya-foya, bisa menjaga keharmonisan rumah 
tangganya, saling melengkapi satu dengan yang lain, saling menjaga 
komunikasi dengan baik, karena menikah merupakan ibadah terlama 
dan paling banyak pahala yang didapat dalam sebuah pernikahan 
tersebut.
18
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Departeman Agama, Membina Keluarga Sakinah, (Jakarta: Direktorat Jendral 
Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003), hlm. 4-6. 
18
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
1. Disini peneliti akan memberikan kesimpulan tentang pengajuan izin 
nikah dan pembinaan nikah. 
a. Pengajuan izin nikah anggota Polri di Polres Karanganyar 
dilakukan 3 bulan sebelum pelaksanaan pernikahan. Pengajuan 
izin nikah diajukan kepada pejabat yang berwenang. Anggota 
Polri yang akan melakukan pernikahan harus melengkapi berkas-
berkas yang sudah tersedia di Bagian Sumber Daya Manusia, 
kemudian anggota Polri dan calonnya melakukan pemeriksaan 
kesehatan di dokter kesehatan polres Karanganyar. 
b. Setelah semuanya dilengkapi berkas diserahkan kepada pejabat 
yang berwenang, kemudian anggota Polri melaksanakan sidang 
dan pembinaan nikah. Pembinaan nikah dilakukan oleh Pejabat 
Agama/BP4R (Badan Pembantu Penasehat Pernikahan, 
Perceraian, dan Rujuk). Pembinaan nikah dipimpin oleh Waka 
Polres (Ketua), Kasiwa/Kasipropam (Sekretaris), Pejabat 
Agama/BP4R. pembinaan nikah yang disampaikan oleh Pejabat 
Agama/BP4R dengan materi yang disingkat dengan 5M, yaitu: 1. 
Mlumah, Saling terbuka antara calon suami dan calon istri; 2. 
Mengkurep, Saling menutup aib masing-masing pasangan; 3. 
Mlebu, Bisa saling mengatur pemasukan keuangan, 4. Metu, Bisa 
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saling mengatur pengeluaran keuangan; 5. Muni, Saling 
berkomunikasi antara pasangan. 
2. Efektifitas pembinaan nikah bagi pembentukan keluarga sakinah dan 
harmonis sudah berjalan dengan baik dengan cara masing-masing 
pasangan bisa memenuhi hak dan kewajibannya seperti, bisa menjaga 
istri dari perbuatan dosa, saling menutup kekurangan masing-masing 
pasangan, memberi nafkah kepada istri, memberikan rasa tenang, 
cinta dan kasih sayang kepada pasangan. Selain itu, anggota Polri 
harus bisa hidup sederhana atau tidak berfoya-foya, selalu menjaga 
keharmonisan rumah tangganya, karena menikah merupakan ibadah 
terlama dan paling banyak pahala yang didapat dari sebuah 
pernikahan. 
B. Saran  
Berdasarkan dari hasil penelitian di lapangan maka peneliti akan 
sedikit memberikan saran yang mudah-mudahan dapat bermanfaat dengan 
baik bagi lembaga maupun bagi peneliti. 
1. Dalam pengajuan izin nikah sebaiknya pada saat melakukan 
pengecekan berkas-berkas upayakan untuk lebih teliti dengan baik agar 
terhindar dari kecurangan maupun pemalsuan data pada anggota Polri. 
2. Untuk meningkatkan kualitas pembinaan nikah yang disampaikan oleh 
Pejabat Agama/BP4R (Badan Pembantu Penasehat Pernikahan, 
Perceraian dan Rujuk) sebaiknya Polres Karanganyar bisa bekerja 
sama dengan KUA (Kantor Urusan Agama) terdekat untuk 
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memberikan materi tentang membetuk keluarga sakinah dan 
mewujudkan rumah tangga yang lebih baik lagi lebih luas lagi agar 
anggota Polri bisa mewujudkan keluarga yang bahagia dan penuh 
kasih sayang.  
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HASIL WAWANCARA 
 
1. Nama   : IPTU Fajar Rahwanto 
Profesi  : Polisi Bagian Sumber Daya Manusia (Bagsumda) 
Penanya  : Bagaimana Pelaksanaan Pengajuan Izin Nikah bagi 
Anggota Polri di Polres Karanganyar ? 
Narasumber : Pernikahan Anggota Polri diatur dalam Peraturan 
Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tanggal 19 Maret 
2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi 
Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam 
pelaksanaan pernikahan anggota Polri harus terlebih dahulu melakukan 
pengajuan izin nikah kepada pejabat yang berwenang untuk memenuhi 
persyaratan yang telah ditentukan dan melengkapi berkas-berkas. Pengajuan 
izin nikah dilakukan 3 bulan sebelum pelaksanaan pernikahan. Setelah 
melengkapi berkas-berkas calon mempelai harus melakukan pemeriksaan 
kesehatan. Setelah semua persyaratan dipenuhi anggota Polri akan 
melaksanakan sidang nikah dan pembinaan nikah.  
Penanya  : Berapa banyak anggota Polri yang menikah pada tahun 
2017 dan tahun 2018 ? 
Narasumber : Di Polres Karanganyar data pasangan anggota Polri yang 
melaksanakan pernikahan pada tahun 2017 sebanyak 16 pasangan anggota 
Polri terdiri dari 15 anggota Bintara dan 1 anggota Perwira dan pada tahun 
2018 sebanyak 19 pasangan anggota Polri yang terdiri dari 19 anggota 
Bintara.  
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2. Nama   : IPDA Rohmad Hardono 
Profesi  : Polisi Bagian Sumber Daya Manusia (Bagsumda) 
Penanya  : Bagaimana pelaksanaan pembinaan nikah pada anggota 
Polri di Polres Karanganyar ? 
Narasumber : Pembinaan nikah dilakukan setelah pengajuan izn nikah 
diterima oleh pejabat yang berwenang. Pembinaan nikah dilakukan oleh BP4R 
(Badan Pembantu Pensehat Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk). Tujuan 
pembinaan nikah untuk bisa mewujudkan rumah tangga yang bahagia. 
Biasanya yang disampaikan dalam pembinaan nikah adalah 5M, yaitu 1. 
Mlumah, saling terbuka antara calon istri/suami; 2. Mengkurep, saling 
menutup aib masing-masing pasangan; 3. Mlebu, bisa saling mengatur 
pemasukan keuangan; 4. Metu, bisa saling mengatur pengeluaran keuangan; 5. 
Muni, saling berkomunikasi. Dan hal yang paling khusus untuk disampaikan 
adalah anggota Polri dan pasanganya bisa hidup sederhana/tidak berfoya-foya, 
bisa menjaga sikap/penampilan, menjaga etika di media sosial.  
Penanya  : Apakah masih ada perceraian walaupun sudah ada 
pembinaan nikah ? 
Narasumber : Perceraian pada anggota Polri masih tetap ada perceraian 
tetapi hanya sedikit. Perceraian yang terjadi di Polres Karanganyar pada tahun 
2017 sebanyak 5 pasangan dan pada tahun 2018 sebanyak 4 pasangan. 
Perceraian yang terjadi kebanyakan karena adanya orang ketiga dan pasangan 
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anggota Polri tidak mau diajak untuk pulang ke Jawa, karena ingin tetap 
menetap di tanah kelahirannya bersama orang tuanya. 
3. Nama   : Briptu Diantika Puspitasari 
Profesi   : Polwan (Polisi Wanita) Bagian Keuangan 
Penanya   : Bagaimana proses pengajuan izin nikah pada anggota 
Polri di Polres Karanganyar ? 
Narasumber  : Mencari surat keterangan belum menikah di Kelurahan 
untuk calon suami maupun calon istri. Kemudian mencari syarat pengajuan 
izin nikah di bagian sumber daya manusia (Bagsumda). Setelah semua 
dilengkapi persyaratan diserahkan kepada pejabat yang berwenang dan setelah 
itumenunggu  sidang nikah dan pembinaan nikah. Pengajuan izin nikah 
biasanya diajukan 3 bulan sebelum pelaksanaan pernikahan.  
Penanya   : Apa saja yang disampaikan oleh Pejabat Agama pada saat 
pembinaan nikah ? 
Narasumber  : memberikan nasehat tentang hak dan kewajiban suami dan 
istri. 
4. Nama   : Briptu Ririn Rachmawati 
Profesi   : Polwan (Polisi Wanita) bagian Humas 
Penanya  : Bagaimana proses pengajuan izin nikah pada anggota 
Polri di Polres Karanganyar ? 
Narasumber  : pengajuan izin nikah di Polres karanganyar dilakukan 3 
bulan sebelum pelaksanaan pernikahan. Pengajuan izin nikah dengan cara 
melengkapi berkas persyaratan dari bagian sumber daya manusia (Bagsumda) 
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setelah itu, melaksanakan litsus di paminal. Melakukan Rikes (Pemeriksaan 
Kesehatan) di Dokter Kesehatan Polres Karanganyar. Setelah semua sudah 
dilengkapi diserahkan kepada pejabat yang berwenang dan melaksanakan 
sidang. 
Penanya   : Apa saja yang disampaikan Pejabat Agama pada saat 
pembinaan nikah ? 
Narasumber  : Memberikan nasehat kepada calon mempelai untuk selalu 
menjaga keharmonisan dalam rumah tangga, agar saling melengkapi satu 
sama lain. Menikah merupakan ibadah terlama dan paling banyak pahala yang 
ada didalamnya. 
5. Nama  : Briptu Desi 
Profesi  : Polwan (Polisi Wanita) bagian Perencanaan  
Penanya  : Bagaimana proses pengajuan izin nikah pada anggota Polri 
di Polres Karanganyar ? 
Narasumber  : Pengajuan izin nikah dilakukan dengan cara melengkapi 
persyaratan yang diberikan kepada bagian sumber daya manusia (Bagsumda) 
dan pengajuan izin nikah dilakukan 3 bulan sebelum pelaksanaan pernikahan. 
Perangkat sidang yang hadir dalam sidang yaitu Waka (Wakil Kepala) 
Polres/Kabag (Kepala bagian), Kasiwas (Kepala Seksi 
Pengawas)/Kasipropam (Kepala Seksi Profesi dan Pengamanan), dan 
Rohaniawan. Setelah itu membuat surat izin nikah untuk diajukan di KUA 
(Kantor Urusan Agama). 
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Penanya  : Apa saja yang disampaikan Pejabat Agama pada saat 
pembinaan nikah ? 
Narasumber  : Yang disampaikan saat pembinaan nikah, yaitu 5M: 1. 
Mlumah (Saling terbuka antara calon suami/istri); 2. Mengkurep (Saling 
menutup aib masing-masing pasangan); 3. Mlebu (Bisa saling mengatur 
pemasukan keuangan); 4. Metu (Bisa saling mengatur pengeluaran 
keuangan); 5. Muni (Saling komunikasi). Dan pejabat agama juga 
menyampaikan untuk hidup sederhana/tidak boros, bisa menjaga 
sikap/penampilan, dan menjaga etika di media sosial.  
6. Nama  : Briptu Frendi 
Profesi  : Polisi bagian Keuangan 
Penanya  : Bagaimana proses pengajuan izin nikah pada anggota Polri 
di Polres Karanganyar ? 
Narasumber  : Pengajuan izin nikah dilakukan dengan cara melengkapi 
persyaratan yang diberikan kepada bagian sumber daya manusia (Bagsumda) 
dan pengajuan izin nikah dilakukan 3 bulan sebelum pelaksanaan pernikahan. 
Perangkat sidang yang hadir dalam sidang yaitu Waka (Wakil Kepala) 
Polres/Kabag (Kepala bagian), Kasiwas (Kepala Seksi Pengawas)/Kasipropam 
(Kepala Seksi Profesi dan Pengamanan), dan Rohaniawan. Setelah itu 
membuat surat izin nikah untuk diajukan di KUA (Kantor Urusan Agama). 
Penanya  : Apa saja yang disampaikan oleh Pejabat agama pada saat 
pembinaan nikah ? 
91 
 
 
Narasumber  : Pejabat Agama mempunyai materi tentang pembinaan 
nikah untuk membangun rumah tangga yang baik yang disingkat 5M, yaitu: 1. 
Mlumah (Saling terbuka antara calon suami/istri); 2. Mengkurep (Saling 
menutup aib masing-masing pasangan); 3. Mlebu (Bisa saling mengatur 
pemasukan keuangan); 4. Metu (Bisa saling mengatur pengeluaran keuangan); 
5. Muni (Saling komunikasi). Dan pejabat agama juga menyampaikan hal 
khusus untuk anggota Polri yang akan menikah dengan calonnya agar hidup 
sederhana/tidak boros, bisa menjaga sikap/penampilan, dan menjaga etika di 
media sosial.  
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